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ABSTRAK 
 Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan 
Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr. tentang 
Pencabutan Hibah atas Barang Jaminan” ini berlatar belakang putusan hakim yang 
mengenyampingkan Kompilasi Hukum Islam pasal 210 dan pasal 212 dalam dasar 
pertimbangan putusannya. Rumusan masalah penelitian ini adalah; pertama, 
Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang pencabutan hibah atas barang 
jaminan dalam putusan Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr. dan kedua, Bagaimana 
analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang pencabutan 
hibah atas barang dalam putusan Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr.  

 Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan 
data dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 
deskriptif yuridis dengan menggunakan logika induktif, yakni penelitian ini 
berangkat dari kasus di lapangan dengan mengurai duduk perkara kasus itu 
kemudian dianalisis dalam pertimbangan hukum hakim sesuai atau tidak dengan 
teori hibah dan jaminan. 

 Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu: pertama, dalam duduk perkara 
Para Penggugat mencabut hibah yang diberikan kepada Tergugat II dikarenakan 
Tergugat II telah melanggar syarat penghibahan dan jumlah hibah lebih dari 1/3, 
oleh karena itu Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan 
bahwa perjanjian pembiayaan MMQ antara Tergugat I dan Tergugat III itu tidak 
sah dan dinyatakan batal demi hukum. Majelis Hakim memutuskan menolak 
gugatan Penggugat seluruhnya tersebut dengan pertimbangan hukum SEMA 
Nomor 3 Tahun 2018, Pasal 1365 KUH Perdata, dan pasal 181 ayat 1 HIR cukup 
pertimbangan hukum dan telah adil sehingga dalam hal ini tuduhan kepada Pihak 
Tergugat III  melakukan PMH adalah tidak terbukti kebenarannya dan tindakan 
yang dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai dengan perundang-undang yang 
berlaku. Kedua, menurut analisis hukum Islam penyelesaian pembiayaan dengan 
menggunakan cara eksekusi objek jaminan merupakan sesuatu yang kurang tepat, 
seharusnya dilakukannya rescheduling, reconditioning maupun restructuring 
terlebih dahulu. Selain itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto 
tidak sesuai dengan KHI Pasal 212 dan 210 ayat (1). Hal ini dikarenakan objek 
hibah telah dibebani hak tanggungan.   

 Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka disarankan, pertama: lembaga 
keuangan syariah seharusnya selalu mempertimbangkan kepentingan para pihak 
dengan memiliki komitmen untuk memperbaiki kondisi debitur yang telah memiliki 
itikad baik. kedua, Majelis Hakim dalam berpendapat seyogianya menggunakan 
diksi-diksi yang tepat agar tidak menimbulkan pemaknaan ganda yang dapat 
menimbulkan salah tafsir. ketiga, bagi masyarakat atau nasabah agar selalu 
mencatat secara rinci dan detail semua transaksi yang berkaitan dengan perpindahan 
peralihan hak atas tanah atau transaksi lainya dengan disertai tanda-tangan pihak-
pihak yang bersangkutan dan juga disertai dua orang saksi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kebutuhan hidup manusia terhadap sandang, pangan dan papan 

merupakan kebutuhan dasar yang saling berkaitan dan sudah kodratnya tidak 

dapat dipisahkan. Bukan hanya sebatas itu, Al-Shaitibi berpendapat bahwa 

kebutuhan dasar manusia tidak hanya mengenai kebutuhan duniawi seperti 

sandang pangan dan papan, lebih dari itu manusia membutuhkan lima dasar 

pokok kebutuhan yang disebut dengan al-ḍāruriyyāh al-khāmsah yakni 

Keimanan (ad-diyn), Jiwa (al-nafs), Akal / Intelektual (al-a’ql), Keturunan (al-

nasl), dan Kekayaan (al-māl). Jika kelima dasar tersebut dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari maka manusia akan mendapatkan kemaslahatan dalam 

hidupnya.1 

Kebutuhan berbeda dengan keinginan, jika kebutuhan lebih bersifat sesuai 

dengan yang diharapkan dan dibutuhkan sedangkan keinginan terkadang tanpa 

diharapkan jika merasa ingin maka harus terpuaskan. Maka dari itu, kebutuhan 

harus mengandung maslahat. Maslahat yaitu nilai barang dan jasa yang 

memenuhi kebutuhan dasar dan tujuan hidup umat manusia. Salah satu 

kebutuhan yang mengandung maslahah yang pemenuhannya diprioritaskan 

adalah kebutuhan akan rumah.2 

                                                           
1 Sulaeman Jajuli, Ekonomi Dalam Al-Qur’an (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 85.  
2 Ibid  
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Rumah adalah salah satu kebutuhan manusia yang paling penting bagi 

keberlangsungan kehidupan setiap orang dan termasuk kategori kebutuhan 

primer yang pemenuhannya diprioritaskan. Selain sebagai kebutuhan dasar 

yakni papan untuk tempat tinggal, rumah juga bisa dijadikan investasi yang 

sangat menguntungkan karena semakin berjalannya waktu harga rumah / 

property semakin tinggi.  Oleh karena itu, lazim jika setiap keluarga berusaha 

dengan berbagai cara untuk membangun sebuh rumah impian dan untuk 

mendapatkan hal tersebut tidaklah mudah, baik dari faktor biaya, kepadatan 

penduduk dan faktor lain yang menghambat keinginan mereka.3 

Dalam hal ini, sesuai dengan fungsinya Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki andil besar 

dalam pemberian fasilitas pembiayaan konstruksi rumah atau properti dalam 

bentuk produk pembiayaan KPR Syariah. KPR yang ditawarkan oleh LKS 

biasanya menggunakan akad mushārakah mutanaqisah (MMQ). Mushārakah 

mutanaqisah merupakan kerjasama kepemilikan asset (barang) dimana porsi 

modal (hishah) salah satu mitra (syarik) yakni Bank berkurang disebabkan 

pembelian secara bertahap oleh mitra (syarik) lainnya yakni Nasabah.4 Untuk 

menjamin agar nasabah melakukan pembayaran atas pembiayaannya, LKS dapat 

meminta jaminan ke Nasabah.  Jaminan pokok atas akad mushārakah 

                                                           
3  Djamal Abdi dan Silvana, “Implementasi Akad Musyarakah mutanaqisah Terhadap Produk 
Pembiayaan KPR Syariah di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Makasar”), dalam Prosiding 
Seminar Nasional Institut Agama Islam Negeri Parepare (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 
2019), 160. 
4 Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, Buku Standar Produk Perbankan 
Syariah Musyarakah mutanaqisah, Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen 
Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) (Jakarta: 2016), 134. 
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mutanaqisah adalah keyakinan bank syariah atas kesanggupan Nasabah dalam 

rangka melunasi pembiayaannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Adapun agunan merupakan sumber terakhir bagi pelunasan pembiayaan MMQ 

jika Nasabah benar-benar tidak bisa memenuhi kewajiban pembiayaan yang 

diterimanya.  LKS diperbolehkan meminta kepada Nasabah agar memberikan 

kuasa kepada Bank Syariah untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau 

hak jaminan atas objek MMQ dengan syarat agunan tersebut harus 

diatasnamakan calon Nasabah.5 

Dalam proses upaya pemenuhan kebutuhan akan rumah tersebut tidak 

dapat dipungkiri berpotensi adanya suatu konflik. Sebagai tindakan preventif 

kemungkinan timbulnya konflik atau sengketa, diperlukan suatu lembaga untuk 

menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai 

bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah. Secara yuridis, terdapat beberapa 

landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam surat Al Hujurat 

ayat 9:6 

هُمَا عَلَى ٱلُْْخْرَىٰ  نَ هُمَا ۖ فإَِنۢ بَ غَتْ إِحْدَى ٰ  وَإِن طاَئٓفَِتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيَن ٱقْ تَ تَ لُوا۟ فأََصْلِحُوا۟ بَ ي ْ
نَ هُمَا بٱِلْعَدْلِ وَ أقَْ سِطوُٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَََّّ  تِلُوا۟ ٱلَّتِِ تَ بْغِى حَتَِّٰ تَفِىٓءَ إِلَٰٓ أمَْرِ ٱللََِّّ ۚ فإَِن فاَءَٓتْ فأََصْلِحُوا۟ بَ ي ْ فَ قَٰ

 يُُِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ 
Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang 

satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 

perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 

Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 

hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang berlaku adil.”  

 

                                                           
5 Ibid., 142-143. 
6  KEMENAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahan dan Tafsir bil Hadis, (Bandung: Cordoba, 2014), 516. 
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Dapat dipahami bahwa pembiaran terhadap sengketa ekonomi syariah 

yang berlarut-larut dapat mengakibatkan permusuhan dan dendam kesumat yang 

membahayakan kehidupan umat manusia dan dalam Islam juga tidak 

memperbolehkan perselisihan yang berkepanjangan karena dapat menyebabkan 

persengketaan semakin tajam dan rumit. Demi terwujudnya penegakan hukum 

yang berkeadilan, diperlukannya suatu Lembaga penegakan hukum yang 

memadai. Secara garis besar, ada dua sistem dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah yakni litigasi dan non litigasi7 

Dalam hal litigasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Peradilan 

Agama menyatakan Peradilan Agama merupakan peradilan bagi orang-orang 

yang beragama Islam, konsekuensi kepada Pengadilan Agama yaitu dengan 

diberikan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara perdata berupa ekonomi syariah. Namun demikian Islam 

sangat menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah sehingga sesuatu sengketa tidak 

mesti harus berakhir di meja Pengadilan karena suatu perselisihan kemungkinan 

masih dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, alternatif penyelesaian 

sengketa (APS) ataupun BASYARNAS.8  

Pada tanggal 27 Juni 2019 Pengadilan Agama Mojokerto menerima 

gugatan perbuatan melawan hukum tentang pencabutan hibah atas barang 

jaminan terhadap pembiayaan KPR Pas iB  dengan nomer perkara 

                                                           
7 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2017).10 
8 Mardani, Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi (Jakarta: 
Kencana, 2020), 105-106. 
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2217/Pdt.G/2019/PA.Mr yang diajukan oleh Penggugat I (suami), Penggugat II 

(istri) dan Penggugat III (anak kedua). Disini mereka menggugat Tergugat I 

(menantu), Tergugat II (anak pertama), Tergugat III (PT. Bank Syariah), 

Tergugat IV (Notaris Peni Nuswantari), Tergugat V (Badan Pertanahan Nasional 

Kota Mojokerto), dan Tergugat VI (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang). 

Permasalahan yang dihadapi ialah bahwa pada mulanya Penggugat I atas 

persetujuan Penggugat II tanggal 20 Oktober 2009 telah menghibahkan harta 

yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 160 M2 yang terletak di Kelurahan 

Gununggedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto yang dikenal dengan 

nama Jalan Benteng Pancasila Kav.17 Kota Mojokerto, kepada Tergugat II 

berdasarkan Akta Hibah No. 235/Mgr/200 yang selanjutnya disebut sebagai 

objek sengketa. Kemudian pada tahun 2015 Tergugat I dengan persetujuan 

Tergugat II telah mengajukan Permohonan Pembiayaan KPR PaS iB kepada PT. 

Bank Syariah dengan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan KPR Pas Ib 

No. 590/SID/EXT/X/2015 yang memberikan 3 macam fasilitas yaitu takeover 

pembiayaan pemilikan rumah, pelunasan terhadap al-qardh, dan top up 

mushārakah mutanaqisah. Pembiayaan tersebut dibebani Hak Tanggungan 

berupa barang jaminan objek sengketa diatas.  

Namun karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya 

terhadap Tergugat III, maka Tergugat III telah memberikan peringatan sebanyak 

3 kali dan memberitahukan tentang penjualan melalui lelang sebanyak 2 kali 
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yang kemudian berujung kepada permohonan eksekusi yang diajukan oleh Bank 

Syariah terhadap obyek sengketa.  

Dalam hal ini Para penggugat merasa dirugikan karena hibah Penggugat I 

kepada Tergugat II telah dicabut sesuai dengan putusan Pengadilan Agama 

Nomor : 0541/Pdt.G/2018/PA.Mr Tanggal 11 Juli 2018. Pencabutan hibah 

tersebut dikarenakan pihak penerima hibah melanggar perjanjian hibah bersyarat 

yang diberikan oleh pihak pemberi hibah. Pencabutan hibah yang dilakukan 

tersebut diperbolehkan menurut undang-undang karena telah diatur dalam Pasal 

212 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa hibah tidak 

dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Maka dari itu 

segala akibat yang tersangkut dengan tindakan hukum berkaitan dengan subyek 

dan obyek perkara bertentangan dengan hukum yang berdampak pada perbuatan 

yang bersangkutan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sesuai yang 

tercantum pada Pasal 1365 KUHPerdata.9 

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik dan 

bermaksud melakukan  penelitian terkait dengan implikasi pertimbangan hukum 

hakim tentang pencabutan hibah atas barang jaminan dalam putusan Nomor  

2217/Pdt.G/2019/PA.Mr yang mengenyampingkan Kompilasi Hukum Islam 

pasal 210 dan pasal 212 dalam dasar pertimbangan putusannya, kemudian 

masing-masing dikaji dan dievaluasi berdasarkan analisis hukum Islam yakni 

Fiqh, Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional  Majelis Ulama Indonesia terhadap pertimbangan 

                                                           
9 Berkas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 2217/PDT.G/2019/PA.MR 
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hukum hakim tentang pencabutan hibah atas barang jaminan dalam putusan 

Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk 

skripsi penulis yang berjudul: Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan 

Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr tentang 

Pencabutan Hibah atas Barang Jaminan. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Identifikasi masalah adalah penulisan masalah-masalah penelitian yang 

sedang diteliti yang ada pada latar belakang. Adapun batasan masalah adalah 

ruang lingkup yang membatasi masalah yang sedang dikaji agar permasalahan 

tidak meluas.10 

Dari paparan latar belakang diatas, penulis  mengidentifikasikan inti 

permasalahan yang terkadung di dalamnya adalah sebagai berikut: 

1. Alasan manusia membutuhkan lima dasar pokok kebutuhan (al-

dhāruriyahal-khamsah)  

2. Perbedaan kebutuhan dan keinginan yang menimbulkan sengketa  

3. Faktor penghambat masyarakat dalam pengadaan rumah sebagai sarana 

tempat tinggal 

4. Pertimbangan hukum hakim tentang pencabutan hibah atas barang jaminan 

dalam putusan Nomor  2217/Pdt.G/2019/PA.Mr  

                                                           
10 Apriyanto, et al., Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir (Surabaya: Scopindo Media 
Pustaka, 2020), 18. 
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5. Analisis hukum Islam tentang pertimbangan hukum hakim terhadap 

pencabutan hibah atas barang jaminan dalam putusan Nomor 

2217/Pdt.G/2019/PA.Mr  

Dari beberapa masalah yang timbul diatas, penulis membatasi masalah 

yang akan diteliti agar dalam pembahasan tulisan ini sesuai dengan  sasaran yang 

diinginkan, maka penulis memberi batasan masalah sehingga bisa ditentukan 

mana saja yang masuk dan mana saja yang tidak masuk dalam masalah yang 

akan dibahas, diantaranya yaitu: 

1. Pertimbangan hakim tentang pencabutan hibah atas barang jaminan dalam 

putusan Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr  

2. Analisis hukum Islam tentang pertimbangan hakim terhadap pencabutan 

hibah atas barang jaminan dalam putusan Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

diperoleh yaitu: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang pencabutan hibah atas 

barang jaminan dalam putusan Nomor 2217/PDT.G/2019/PA.MR? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pertimbangan hukum hakim 

terhadap pencabutan hibah atas barang dalam putusan Nomor 

2217/Pdt.G/2019/PA.Mr ? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah literature review atau kegiatan mencermati, 

mendalami, mengidentifikasi dan menelaah pengetahuan. Kajian pustaka lebih 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

mengarah kepada pandangan kritis terhadap penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan yang signifikan dengan penelitian yang sedang atau yang akan 

dilakukan. Tinjauan pustaka memuat tentang penelitian-penelitian sebelumnya, 

tentang permasalahan yang sama atau serupa.11 Maka penulis menemukan 

beberapa judul skripsi terkait pencabutan hibah atas barang jaminan: 

1. Putri Dewi Jayanti dalam skripsi ini yang ditulis pada tahun 2019 dari 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel , yang berjudul: “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Sengketa Tranksaksi Mushārakah Di Pengadilan Agama 

Surakarta: (Studi Putusan Nomor 749/Pdt.G/2015/PA.Ska)”. Dari penelitian 

ini diketahui bahwa yang pertama, penyebab yang melatarbelakangi sengketa 

akad mushārakah pada Bank Muamalah adalah prinsip dasar akad 

mushārakah  yang tidak dapat dibebani dengan jaminan, akan tetapi jaminan 

dapat digunakan untuk menghindari kemungkinan nasabah melakukan 

wanprestasi dan untuk memberikan rasa keamanan bagi pihak bank. Kedua, 

yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengadili perkara 

No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska tentang pelelangan barang jaminan akad 

mushārakah dan ditolaknya gugatan ganti rugi secara hukum meteriil sudah 

benar karena sudah berdasarkan hukum yang ada yaitu Fatwa DSN 

No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (ta’wid). Akan tetapi 

Majelis dalam pertimbangannya tidak melihat Pasal 1246 KUH Perdata. 

Ketiga, pembiayaan mushārakah yang dilakukan Bank Muamalah dengan 

                                                           
11 Fitrah dan Lutfiyah, Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus, 
(Sukabumi: CV Jejak, 2017), 138. 
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nasabah berakhir dengan kredit macet dan nasabah melakukan wanprestasi 

sehingga dalam hal ini Bank Muamalah dengan terpaksan melakukan lelang 

atas barang jaminan tersebut.12 Persamaan dengan skripsi yang dikaji oleh 

penulis sekarang ini yaitu terletak pada skripsi penulis ini yang sama-sama  

menganalisis putusan Mahkamah Agung. Selain itu, pada kasus skripsi ini 

pengajuan gugatannya pembiayaannya sama-sama menggunakan akad 

mushārakah. 

2. Ade Apriani Syarif dalam skripsi ini yang ditulis pada tahun 2017 dari 

Universitas Hasanuddin, yang berjudul: “Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah 

Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama 

Pinrang Nomor : 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)”. Dari penelitian ini ini dapat 

disimpulkan penulis memaparkan mengenai kedudukan hukum hibah dari 

orangtua kepada anaknya dalam hukum Islam. Perbedaan mendasar antara 

hibah pada umumnya dan hibah antara orang tua dan anak adalah adanya 

kebolehan yang diberikan oleh aturan dalam hukum Islam kepada orang tua 

untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, 

sedangkan penarikan hibah yang bukan antara orangtua dan anak secara tegas 

dilarang dalam hukum Islam. Pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan 

Agama Pinrang terhadap ketentuan hukum Islam menyangkut penarikan 

hibah orang tua terhadap anaknya pada kasus tersebut kurang tepat. Hakim 

dalam kasus ini masih kurang memperhatikan bahan pertimbangan untuk 

                                                           
12 Putri Dewi Jayanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Tranksaksi Mushārakah Di 
Pengadilan Agama Surakarta: (Studi Putusan Nomor 749/Pdt.G/2015/PA.Ska) (Skripsi--UIN Sunan 
Ampel, Surabaya, 2019), 90. 
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menjatuhkan putusan berupa pembatalan hibah, yaitu mengenai pengaturan 

tentang warisan.13 Persamaan dengan skripsi yang dikaji oleh penulis saat ini 

yaitu terletak pada skripsi penulis ini yang sama-sama  menganalisis putusan 

hakim pengadilan agama yang memutus sengketa pencabutan hibah atas 

orangtua kepada anak.  

3. Nida Lintang Kusuma dalam skripsi ini yang ditulis pada tahun 2020 dari 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul: “Analisis 

Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor 

0519/Pdt.G/2013/Pa.Ska Tentang Kedudukan Barang Jaminan Dalam 

Transaksi Murābaḥah”. Dari penelitian ini diketahui bahwa perkara gugatan 

tentang kedudukan barang jaminan, duduk perkara gugatan tentang penjualan 

barang jaminan dianggap merugikan penggugat, dalam hal ini penggugat 

meminta Majelis Hakim untuk membatalkan lelang barang jaminan tersebut. 

Majelis Hakim memutuskan dalam pekara ini menolak seluruh petitum 

penggugat d dengan pertimbangan hukum pasal 1352 dan Pasal 1365 KUH 

Perdata, Pasal 181 HIR, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 tentang 

ingkar janji sebagai pertimbangan hukum. Sehingga pelelangan yang 

dilakukan pihak tergugat majelis hakim berpendapat sah berdasarkan pasal 

11 ayat (2) butir e Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak 

tanggungan. Sedangkan menurut hukum Islam eksekusi barang jaminan yang 

dilakukan sebelum jatuh tempo tidaklah sah. Karena eksekusi barang jaminan 

                                                           
13 Ade Apriani Syarif, Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi 

Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 432/Pdt.G/2012/PA.Prg) (Skripsi-- Universitas 

Hasanuddin, Makassar, 2017), 79. 
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pembiayaan murabaḥah ini harus menunggu pelunasan jatuh tempo. 14 

Persamaan dengan skripsi yang dikaji oleh penulis sekarang ini yaitu terletak 

pada skripsi penulis ini yang sama-sama  menganalisis putusan Mahkamah 

Agung. Selain itu, pada kasus skripsi ini pengajuan gugatannya sama-sama 

terkait dengan barang jaminan. 

Dari 3 karya tulis di atas, memiliki perbedaan dengan karya ilmiah 

penulis yakni penulis membahas tentang putusan Pengadilan Mojokerto 

tentang pencabutan hibah atas barang jaminan. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sesuatu atau untuk menangkap 

arti yang terdalam atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita, atau 

masalah tertentu dan tidak untuk mempelajari atau membuktikan adanya 

hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa.15 Adapun 

tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang 

pencabutan hibah atas barang jaminan dalam putusan Nomor 

2217/Pdt.G/2019/PA.Mr. 

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam tentang pertimbangan 

hukum hakim terhadap pencabutan hibah atas barang jaminan dalam putusan 

Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr. 

                                                           
14 Nida Lintang Kusuma, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama 

Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.SKA Tentang Kedudukan Barang Jaminan Dalam Transaksi 

Murabahah (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 87. 
15 J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya (Jakarta: Grasindo, 
2013), 106-107. 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Sebagaimana suatu penelitian yang memiliki kegunaan masing-masing, 

maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum dan sekurang-kurangnya dapat 

digunakan untuk 2 (dua) aspek, yaitu: 

1. Manfaat secara teoritis  

a. Untuk meningkatkan wawasan keilmuan bagi para pembaca terkait 

sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama 

serta memberikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum ekonomi syariah 

b. Memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan di lingkungan 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, khususnya di Fakultas 

Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis 

untuk tahap berikutnya.  

2. Manfaat secara praktis  

a. Sebagai tolok ukur sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan dengan 

jalur hukum yaitu peradilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

b. Penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang berarti bagi Perbankan Syariah yang mana dalam tahap analisa 

atau survei agunan yang akan dijadikan jaminan dengan  sangat hati-hati 

agar kedepannya tidak timbul permasalahan. 
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c. Penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaaat bagi 

masyarakat, khususnya para nasabah untuk menyertakan jaminan yang 

pasti dan berkekuatan hukum dalam mengajukan sebuah pembiayaan. 

Selain itu sebagai dorongan kepada masyarakat untuk taat terhadap 

pemenuhan-pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian 

pembiayaan agar pihak Bank tidak sampai melelang barang jaminan. 

G. Definisi Operasional  

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, perlu adanya 

definisi operasional. Definisi operasional merupakan penjelasan tentang 

pengertian yang diterapkan dalam penelitian skripsi ini yaitu terdiri dari variabel 

yang terdapat pada judul.16 Dengan definisi operasional, penulis dapat 

mengetahui pengetahuan atau pemahaman suatu variabel agar dapat diukur dan 

diperasionalkan yang terdapat di judul “Analisis Hukum Islam Terhadap 

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr 

tentang Pencabutan Hibah atas Barang Jaminan”.17  

1. Hukum Islam  

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan pada Al-

Qur’an dan hadis tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan 

diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.18 

                                                           
16 Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi 
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel (Surabaya: Syariah UIN Sunan Ampel 
Surabaya, 2017), 9. 
17 M. Askari Zakariyah, et al., Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research 
And Development (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah, 2020), 26. 
18 Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: DKU 
Print, 2013), 10.  
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Dalam penelitian ini, yang dimaksud hukum Islam adalah teori tentang hibah 

dan jaminan yang diatur dalam Fiqh, Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa DSN MUI.  

2. Pertimbangan Hukum Hakim  

Pertimbangan hukum hakim adalah alasan-alasan dan dasar-dasar 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memuat hukum tertulis 

(pasal-pasal peraturan di perundang-undangan) atau hukum tidak tertulis 

maupun yurisprudensi atau doktrin yang dijadikan pertimbangan oleh hakim 

dalam memutus perkara pencabutan hibah atas barang jaminan19. Implikasi 

pertimbangan putusan hakim yang mengenyampingkan Kompilasi Hukum 

Islam pasal 210 dan pasal 212 dalam dasar pertimbangan putusannya 

didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkait dengan gugatan 

pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objek tersebut masih 

dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak 

dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga yakni Bank Syariah 

(Tergugat III). 

3. Putusan pengadilan No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr  

Putusan pengadilan No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr merupakan produk 

hukum keputusan Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto tentang kasus 

sengketa pencabutan hibah atas barang jaminan. Dalam penelitian yang akan 

dibahas, pencabutan hibah yang dilakukan orang tua kepada anak dilakukan 

                                                           
19 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan 

Putusan Pengadilan, Edisi ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 889 
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ketika kedudukan objek hibah sebagai barang jaminan yang akan dilelang 

karena tidak terpenuhinya kewajiban nasabah. Dalam perkara ini terdiri dari 

tiga Penggugat antara lain: Ibu, Ayah dan Anak Pertama serta enam Tergugat 

antara lain: Menantu, Anak Kedua, Bank Syariah, Notaris dan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT), Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, 

dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL).  

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 

bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis 

data agar diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas penelitian yang 

dilakukan.20 Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

library research (penelitian kepustakaan), yaitu serangkaian kegiatan yang 

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka yaitu buku-buku, kitab-

kitab dan sumber-sumber tulisan lain yang mendukung penelitian ini.21 

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan 

skripsi sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan dalam pembahasan skripsi ini bertujuan agar 

nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan 

yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut: 

                                                           
20 J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif…, 2-3. 
21 Sasa Sunarsa, Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qira’at Sab’ (Jawa Tengah: CV Mangku 
Bumi, 2020), 23. 
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a. Data sengketa ekonomi syariah kasus pencabutan hibah atas barang 

jaminan oleh Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara No. 

2217/Pdt.G/2019/PA.Mr. 

b. Data kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi perkara Pembatalan 

Hibah No. 0541/Pdt.G/2018/Pa.Mr 

2. Sumber Data 

Sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah 

sumber data sekunder. Mengingat penelitian ini adalah library research 

(penelitian kepustakaan) sumber data sekunder yang diperlukan dalam 

penyusunan penelitian ini antara lain: 

a. Salinan putusan perkara No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr yang dikeluarkan 

oleh Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia  

b. Berkas perkara No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr (Berita Acara Sidang) 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis  adalah studi 

dokumen / dokumentasi yaitu dengan cara membaca, mempelajari serta 

menelaah sumber- sumber kepustakaan dari buku-buku, kitab-kitab ataupun 

Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini.  

4. Teknik Pengolahan Data 
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Pengolahan data digunakan dengan tujuan untuk menyederhanakan 

data yang telah terkumpul, menyajikan dalam susunan yang baik, kemudian 

dianalisa. Ada 2 hal yang penulis lakukan dalam mengolah data:22 

a. Penyuntingan (Editing), dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa 

kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, 

kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan 

penelitian. Bagaimana tentang data yang berhubungan dengan putusan 

Pengadilan Agama Mojokerto No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr serta data 

sekunder yang penulis peroleh dari studi kepustakaan. 

b. Organizing, dilakukan dengan tujuan untuk mengatur dan menyusun data 

yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk 

menentukan deskriptif. Pengaturan dan Penyusunan data yang dilakukan 

penulis yaitu dengan cara mencari sumber data pada putusan No. 

2217/Pdt.G/2019/PA.Mr sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk 

menentukan deskriptif.  

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data yaitu proses pencarian dan penyusunan secara sistematis 

data yang diperoleh agar dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan 

kepada orang lain.23 Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan metode analisis deskriptif yuridis, yaitu pengumpulan data berupa 

kata-kata. Penelitian deskriptif ini berisi kutipan data-data, berasal dari 

                                                           
22 Bambang Sanggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 34. 
23 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: Suaka 
Media, 2015), 90-91. 
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sumber data yang diperoleh. Kemudian, hasil dari penelitian dianalisis dengan 

cara logika induktif yakni penelitian ini berangkat dari kasus di lapangan 

dengan mengurai duduk perkara kasus itu kemudian dianalisis dalam 

pertimbangan hukum hakim sesuai atau tidak dengan teori hibah dan jaminan. 

Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam analisis data yaitu 

pengumpulan data, setelah data terkumpul selanjutnya penulis mengolah dan 

memilah serta data yang tidak relevan di buang, kemudian dijadikan 

penyajian data untuk ditarik kesimpulan. Mengingat penelitian ini bersifat 

deskriptif, oleh karena itu penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan 

logika induktif yakni menganalis data yang terkumpul dengan cara 

menguraikan teori-teori dan fakta hukum yang ada sebagai pisau analisis 

terhadap putusan hakim dalam perkara No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr tentang 

pencabutan hibah atas barang jaminan yang menyebabkan terjadinya lelang 

kemudian dianalisa menurut hukum Islam sehingga didapatkan suatu 

kesimpulan. 

I. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dengan susunan bab dan 

subbab agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang menjelaskan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.  
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Bab kedua, pada bab ini membahas tinjauan umum dengan kerangka teori 

yang menjelaskan tentang hibah (pengertian hibah, dasar hukum hibah, kadar 

dan kapasitas hibah, dan macam-macam hibah), konsep jaminan dalam Islam 

(jaminan dalam hukum Islam, dasar hukum jaminan, macam-macam jaminan 

dalam hukum Islam dan eksekusi jaminan Islam) dan pencabutan hibah 

(pencabutan hibah menurut fiqh, pencabutan hibah menurut KHI dan pencabutan 

hibah menurut KHES) 

Bab ketiga, berisi gambaran umum putusan Pengadilan Agama Mojokerto 

No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr tentang profil Pengadilan Agama Mojokerto yang 

meliputi (Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pengadilan Agama Mojokerto dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama 

Mojokerto), duduk perkara kasus dalam putusan meliputi (para pihak yang 

bersengketa dan kasus posisi), dasar pertimbangan hakim pengadilan agama 

mojokerto dalam putusan pencabutan hibah atas barang jaminan meliputi  

(proses mediasi, pertimbangan kompetensi absolut dan relatif, pertimbangan 

dalam eksepsi, pertimbangan dalam pokok perkara, pertimbangan dalam 

petitum) dan keputusan hakim dalam putusan  

Bab keempat, memuat analisis secara mendalam dari putusan perkara No. 

2217/Pdt.G/2019/PA.Mr meliputi analisis yang menjadi dasar hukum 

pertimbangan hakim dalam mengadili perkara nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr 

dan analisis hukum Islam terhadap perkara nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr. 
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Bab kelima kesimpulan-kesimpulan yang memuat jawaban dari 

permasalahan dengan saran-saran, daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang 

dibutuhkan. 
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BAB II 

HIBAH DAN JAMINAN  

A. Hibah 

1. Pengertian Hibah  

Kata hibah diambil dari Bahasa Arab kemudian diadopsi menjadi 

bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata َْهِبَة ْْ–يَهِبُْْ–وَهَب  yang 

memiliki arti memberi atau pemberian. Secara etimologis hibah memiliki arti 

melewatkan, menyalurkan atau juga bisa memberi.1 Perkataan hibah yang 

memiliki arti memberi terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Imron ayat 38 yang 

berbunyi:2 

عَآءِ  يعُ ٱلدُّ  هُنَالِكَ دَعَا زكََريََّّ رَبَّهُۥ ۖ قاَلَ رَبِ  هَبْ لِ مِن لَّدُنكَ ذُر يَِّةً طيَِ بَةًۖ  إِنَّكَ سََِ

       Artinya: “Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: 

"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. 

Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa" 

Menurut istilah syariat, hibah merupakan akad yang substansinya 

adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan harta bendanya 

untuk orang lain pada saat hidup tanpa imbalan.3 Sementara dalam Pasal 171 

ayat 9 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwasannya “hibah adalah 

pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 

kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.” Dari penjelasan 

diatas maka dapat kita ketahui unsur-unsur yang membangun sebuah 

transaksi hibah yaitu: 

                                                           
1 Muhammad Ajib, Fiqih Hibah & Waris (Rumah Fiqih Publishing: Jakarta, 2019), 8-10.  
2 KEMENAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahan …, 55.  
3 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 547. 
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a) Sesuatu pemberian 

b) Tanpa mengharapkan kontrapestasi atau imbalan atau secara sukarela 

c) Dilakukan oleh seorang yang masih hidup 

d) Tidak dapat ditarik kembali 

Hibah juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada 

Buku III dalam pasal 668 tepatnya point 9 bahwa “Hibah adalah penyerahan 

kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun.” Hibah 

tidak mengandung unsur pemberian yang bersifat timbal balik. Oleh karena 

itu, orang yang menerima hibah mendapatkannya secara cuma-cuma.4 

2. Dasar Hukum Hibah  

Hukum hibah adalah mandub (dianjurkan). Hibah merupakan salah 

satu bentuk perbuatan saling tolong menolong yang sangat dianjurkan oleh 

syariat Islam. 5  Adapun dasar hukum hibah, yaitu 

a. Al-Qur’an:  

QS An-Nisa (4) : 4:6 

لَة ْ صَدقُٰتهِِنْ  الن سَِاۤءَْ وَاٰتوُا ۗ ْ نِح  ءْ  عَنْ  لكَُمْ  طِب نَْ فَاِنْ   ن هُْ شَي  هُْ نفَ س ا م ِ ـًٔا فكَُلوُ 
ـًٔا هَنيِ ۤ

رِي ۤ    م 

       Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang 

kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika 

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu 

dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu 

dengan senang hati.” 

Al-Baqarah (2): 177:7 

                                                           
4 Syaikh Muhammad bin Shalih al-Usaimin, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat, (Jakarta: Pustaka 
Imam Asy-Syafi’i, 2008), 113. 
5 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Raja Grafindo Persada: Depok, 2014), 126-128. 
6 KEMENAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahan …,77. 
7 Ibid.,47. 
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بٰى ذوَِى حُب ِهْ  عَلٰى ال مَالَْ وَاٰتىَ  ي نَْوَال مَسٰكِْ وَال يتَٰمٰى ال قرُ  اۤىِٕلِي نَْ الس بيِ لِْ  وَاب نَْ  قَابِْ  وَفىِْ وَالس     الر ِ

       Artinya:“…..memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak 

yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), 

peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya…” 

Al-Baqarah (2): 262:8 

نَْ الَ ذِي نَْ وَالهَُمْ  ينُ فِقوُ  نَْ لَْ ثمُْ  الٰلِّْ سَبيِ لِْ فِيْ  امَ  ا مَا ْ يتُ بعِوُ  لَْ  مَنًّا انَ فقَوُ  رُهُمْ  ل هُمْ   اذَ ىْ  و  فْ  وَلَْ رَب هِِم ْ  عِن دَْ اجَ   خَو 

نَْ هُمْ  وَلَْ عَليَ هِمْ  زَنوُ    يَح 

Artinya: “Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, 

kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan 

menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka 

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada 

mereka dan mereka tidak bersedih hati.” 

 

b. Hadis  

1) Dari Khalid bin Hadi, Nabi Muhammad Saw bersabda “Barangsiapa 

mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena 

mengharap-harapkan dan meminta-minta, maka hendaklah ia 

menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang 

diberikan Allah kepadanya.” (HR Ahmad) 

2) Dalam Riwayat Ibnu Abbas, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah 

Saw bersabda: “Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan 

suatu sedekah, kemudian menarik Kembali pemberiannya, adalah 

seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan muntahnya”. 

(HR Muslim)  

 

 

                                                           
8 Ibid.,44. 
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3. Rukun dan Syarat Hibah 

Adapun rukun hibah menurut mayoritas ulama terdapat empat hal 

yaitu:9 

a. Pemberi Hibah (al-wahib) 

Pemberi hibah adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan 

memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusannya. 

Hibah mempunyai akibat kepemilikan hak milik. Pemberi hibah dituntut 

sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan. 

Oleh karena itu perbuatan hibah akan batal jika seseorang menghibahkan 

sesuatu yang bukan miliknya. 

b. Penerima Hibah (al-mauhub lah) 

Adapun orang yang diberi (al-mauhub lah) maka bisa siapa saja. 

Kesepakatan ulama bahwasannya seorang boleh memberikan seluruh 

hartanya kepada orang lain yang bukan kerabatnya. Dengan tidak adanya 

ketentuan siapa yang berhak menerima hibah, maka hibah bisa diberikan 

kepada siapa yng dikehendaki. Disayaratkan bagi penerima hibah benar-

benar ada bila benar-benar tidak ada diperkirakan adanya, misalnya dalm 

bentuk janin maka tidak sah.  

c. Benda yang diberikan 

Merupakan barang yang diberikan oleh sesorang kepada orang lain. Pada 

hakikatnya segala jenis benda yang bisa dihibahkan adalah benda yang 

boleh diperjualbelikan. 

                                                           
9 Hanif Luthfi, Hibah Jangan Salah! (Senarai Pustaka: Jakarta, 2020), 40-44. 
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d. Sighat (Ijab-Qabul) 

Ijab dan Qabul yaitu ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk 

ijab yang jelas jika dia mengatakan: “saya hibahkan kepada kamu, saya 

berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran, saya menjadikan 

binatang ini sebagai tungganganmu” dan lain-lain. Termasuk qabul yang 

jelas seperti ucapan: “saya terima, saya ridha”, yang semua ini diucapkan 

dengan niat hibah.  

Adapun syarat hibah terdapat pada pemberi hibah, penerima hibah, 

barang yang dihibahkan dan ijab qabul. Masing-masing memiliki sayarat 

sebagai berikut:10 

a. Syarat pemberi hibah adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk 

memberi barang yang dihibahkan, yaitu berakal, baligh dan menjaga harta. 

Hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma sehingga tidak sah 

apabila pemberian dari anak kecil dan orang gila, karena keduanya tidak 

mempunyai kewenangan untuk memberi secara sukarela, mengingat hal 

itu merupakan kerugian murni. Selanjutnya pemberi hibah tidak dalam 

keadaan terpaksa yakni memberikan hibah atas dasar kemauan sendiri 

dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain. 

b. Syarat penerima hibah adalah benar-benar ada ketika hibah diberikan. 

Apabila penerima hibah sama sekali tidak ada atau baru dianggap ada, 

misalnya dia masih berbentuk janin, maka hibah tersebut tidak sah. Namun 

                                                           
10 Muhammad Ajib, Fiqih Hibah dan Waris (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 20-22. 
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jika penerima hibah masih kecil atau gila maka hibah dapat diterima oleh 

walinya, orang yang diwasiati untyk merawatnya, meskipun dia adalah 

orang asing. 

c. Syarat benda yang dihibahkan yaitu: pertama, benda tersebut ada ketika 

sewaktu penghibahan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak ada 

ketika akad, misalnya menghibahkan anak-anak ternak kambingnya yang 

akan lahir pada tahun ini. Kedua, benda tersebut bernilai dan bisa dimiliki 

artinya kepemilikan berlaku atas barang yang dihibahkan dan 

kepemilikannya dapat dipindahkan dari pihak satu ke pihak yang lain serta 

bukan benda milik umum. Misal, tidak sah menghibahkan air sungai, ikan 

di laut, burung di udara atau masjid dan mushola. Ketiga, benda tersebut 

milik pemberi hibah, maka tidak sah suatu penghibahan jika seseorang 

memberikan kepemilikan atas suatu benda yang bukan miliknya untuk 

orang lain. Keempat, adanya penerimaan terhadap barang hibah, karena 

dengan adanya penerimaan maka ada hibah. Kelima, pengambilan barang 

hibah oleh si penerima hibah harus dengan seizin pemberi.  

d. Syarat sighat yakni bersambungnya antara qabul dengan ijab tanpa adanya 

pemisah yang secara syara’ dianggap berpengaruh terhadap keabsahan ijab 

qabul tersebut.   

4. Kadar dan Kapasitas Hibah  

Dikutip dari kitab Fiqh al-Sunnat Sayyid Sabiq menerangkan bahwa 

adanya perbedaan pendapat ulama perihal menghibahkan semua harta: 
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a. Menurut pandangan jumhur ulama, seseorang dapat menghibahkan semua 

apa yang dimilikinya kepada orang lain. 

b. Menurut pendapat Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiqnya 

madzhab Hanafi, Tidak sah seseorang menghibahkan seluruh harta yang 

dimiliki meskipun di dalam kebaikan 

c. Menurut pengarang kitab al-Raudhat al-Nadiyyat, Diperbolehkan 

seseorang menghibahkan seluruh harta yang dimiliki dengan syarat siap 

untuk tidak meminta-minta dan siap dalam hidup kemiskinan dan 

kesusahan. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Hibah Pasal 210 

menerangkan bahwasannya hibah dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 1/3 

harta bendanya kepada orang lain. Dalam hal ini sebaiknya dalam 

menghibahkan hartanya, pemberi hibah tidak menghibahkan semua harta 

kekayaannya sekalipun meskipun hal tersebut diperbolehkan menurut jumhur 

ulama.   

Dalam yuridis maupun nash perihal kadar dan kapasitas hibah tidak 

dijelaskan secara terperinci atau tidak ada larangan memberikan atau 

menghibahkan sebagian harta atau semua harta kekayaan yang dimiliki 

kepada orang lain tanpa ada batasan yang pasti.  

Apabila seseorang menghibahkan hartanya, akan tetapi ketika dihitung 

kembali ternyata hibah yang diberikan berlebih, maka pemberi hibah boleh 

menarik Kembali kelebihan harta hibah yang bersifat menyatu (dengan diri 
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oenerima hibah). Misalnya, belajar kerja, akan tetapi tidak diperbolehkan 

mencabut kembali tambahan yang bersifat terpisah, seperti upah kerja, anak 

budak, dan kandungan yang terjadi di masa kepemilikan anaknya.11 

5. Macam-Macam Hibah  

Pada umumnya hibah dibagi menjadi 2 macam yakni:12 

a. Hibah Umri 

Umri dapat diartikan sebagai umur, sumber pemberian umri berasal dari 

perbuatan orang-orang Arab sejak zaman jahiliyyah, kemudian ditetapkan 

atau dilestarikan keberlakuannya oleh Islam. Hibah umri merupakan 

hibah yang disyaratkan selama orang yang diberi hibah masih hidup. 

Misalnya, seseorang melakukan perbuatan hibah yakni memberikan 

sebuah rumah kepada orang lain dengan syarat ketika si penerima hibah 

meninggal dunia, maka rumah yakni objek hibah tersebut kembali kepada 

si pemberi hibah.  

b. Hibah Ruqbi 

Hibah ruqbi dapat dikatakan sebagai hibah bersyarat. Perbuatan hibah 

dilakukan dengan adanya suatu persyaratan. Seperti lafadz arqabtuka 

lahu (aku ruhbahkan ia padamu) atau ja’altuhu laka ruqbi (aku jadikan ia 

bagimu ruqbi). Namun hibah ini tidak sah jika digantungkan dengan 

sesuatu yang tidak jelas. Misalnya, “Apabila awal  bulan Ramadhan tiba, 

                                                           
11 M. Sulaeman Jajuli, Fiqh Madzhab Ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah) (DEEPUBLISH: 
Yogyakarta, 2015), 133-134. 
12 Ibid.,124-129 
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barang itu aku hibahkan kepadamu”, atau “Bila datang permulaan bulan 

Ramadhan, maka aku membebaskanmu (dari tanggungan utangmu)”.  

Hibah umri dan hibah ruqbi memiliki kesamaan yakni keduanya sama-

sama dikaitkan dengan persayatan. Adapun perbedaan terletak pada hibah 

umri yang disyaratkan dengan umur sedangkan ruqbi dengan benda. Dalam 

hal ini hibah yang dikaitkan dengan persyaratan diperbolehkan atau sah dalam 

Islam.  

B. Jaminan 

1. Jaminan Dalam Hukum Islam  

Dalam bahasa arab jaminan dikenal dengan istilah adh ḍamān. Pada 

awalnya makna ḍamān merupakan kata padanan dari kafālah yang memiliki 

makna yang sama yaitu sebagai penjaminan. Menurut Adiwarman a. Karim 

seiring perkembangan ekonomi Islam pemaknaan ḍamān dan kafālah 

mengalami pergeseran, pergeseran pemaknaan tersebut terdapat pada 

objeknya. Jika didalam kafālah, objeknya lebih identik dengan jaminan 

jiwa/diri (personal guarantee). Sedangkan, objek ḍamān lebih identik dengan 

jaminan berbentuk harta secara mutlak.13 

Secara etimologis, ḍamān berarti memiliki makna yang cukup luas dan 

beragam. Misalnya menanggung, tanggung jawab, dan kewajiban. Dalam 

kamus lisan al-Arab, Ibnu Manzur menandaskan bahwasannya semua makna 

ḍamān terkonsentrasi pada jaminan, penanggungan atau garansi. Dalam hal 

                                                           
13 Muh. Sholihudiin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 47.  
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ini mengutip dari Asmuni dalam tulisannya bahwa definisi ḍamān mencakup 

makna-makna sebagai berikut:14 

a. Objek wajib ḍamān berada pada perjanjian (zimmah). Gugurnya 

kewajiban ditandai dengan adanya pemenuhan atau pembebasan oleh 

pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan 

berhak melaporkan penyebab kerugian ke Pengadilan supaya terpenuhi 

hak-haknya. Menurut tradisi fuqoha bahwasannya zimmah merupakan 

suatu sifat yang membuat seseorang memilki kompetensi untuk 

melakukan kewajiban dan menerima hak-haknya. Ahlu zimmah adalah 

pihak-pihak yang melakukan perjanjian yang menimbulkan hak dan 

kewajiban diantara para pihak.  

b. Ḍamān ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu atau perseorangan. 

Tujuan dari kewajiban ḍamān dalam rangka mengganti atau menutupi (al-

jabru) kerugian pada kreditur.  

c. Sebab-sebab ḍamān adalah adanya unsur ta’addi yaitu melakukan 

perbuatan terlarang dan tidak melakukan kewajiban menurut hukum. 

Ta’addi terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya 

harus dipenuhi.  

d. Ta’addi (pelanggaran) yang mewajibkan ḍamān benar-benar 

menimbulkan kerugian. Apabila tidak terdapat kerugian didalamnya 

maka tidak ada ḍamān.  

                                                           
14 Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah (Jakarta: Kencana, 
2018), 144-147. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

e. Harus memiliki hubungan kausalitas antara ta’addi (pelanggaran) dengan 

dharar (kerugian). Artinya kerugian ada hubungannya langsung dengan 

perbuatan pelaku pelanggaran itu sendiri (muta’addi), karena seseorang 

tidak bisa dibebankan tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain. 

f. Kerugian (dharar) harus bersifat umum sesuai dengan kemampuan. 

Artinya tidak diperbolehkan merugikan diri sendiri maupun orang lain. 

g. Kuantitas dan kualitas ḍamān harus seimbang sama rata dengan kerugian. 

Jaminan adalah sebagai suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, 

dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan 

pelunasan utang menurut ketentuan peraturan yang berlaku, apabila dalam 

waktu yang telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.15 

2. Dasar Hukum Jaminan  

Landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum 

diperbolehkannya ḍamān/ kāfālāh di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an:  

QS.Yusuf [12]: 72:16 

 قاَلُوا نَ فْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِِْلُ بعَِيٍر وَأنَََ بهِِ زَعِيم  
“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa 

yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan 

(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” 

 

QS. al-Baqarah [2]: 280:17 

تُمْ تَ عْلَمُونَ  قُوا خَي ْر  لَكُمْۖ  إِنْ كُن ْ  وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَ نَظِرةَ  إِلَٰ مَيْسَرةٍَ ۚ وَأَنْ تَصَدَّ

                                                           
15 Ifa Latifa Fitriani, “Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank 
Konvensional” (Jurnal Hukum & Pembangunan), No. 1 (15 Maret 2016), 137. 
16 KEMENAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahan …,244. 
17 Ibid.,47. 
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“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian 

atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 

 

b. Hadis 

Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban dari Abu Umamah 

al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas, Nabi s.a.w. 

bersabda:18 

عِيْمُ غَارمُِ الَزَّ   
Artinya: “Za’im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung 

utang).” 

 

3. Macam-Macam Jaminan dalam Hukum Islam 

Secara umum jaminan dalam hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu 

jaminan yang berupa jiwa atau Subyek Hukum (personal garantee) dan 

jaminan dalam bentuk kebendaan. Jaminan yang berupa jiwa atau subyek 

hukum biasa disebut sebagai kafālah sedangkan jaminan yang berupa harta 

biasa disebut Rahn.19 

a. Kafālah  

Kafālah memiliki banyak persamaan kata yang diantaranya adalah 

hammalah, damanah dan za’mah, kata tersebut memiliki arti yang sama 

yaitu penjaminan. Penjaminan yang dimaksud adalah menempatkan 

tanggung awab seseorang kepada tanggung jawab orang lain. Sehingga 

disini terdapat pengalihan hak tanggung jawab ketika pihak yang dijamin 

tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Akad kafālah dalam 

                                                           
18 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud (Beirut: Maktabah al-‘Isriyah). 
19 Rini Fatma Kartika, Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn), Kordinat: Vol. 

XV No. (2 Oktober 2016), 234-237. 
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praktinya d perbankan syariah berwujud pada produk-produknya yang 

berbasis pelayanan jasa. Adapun rukun kafālah terdiri dari: 

1) pihak penjamin (kafil) 

2) pihak yang dijamin (Makful) 

3) objek penjaminan atau hutang (Makful alaih) 

4) ijab kabul (sighat)\ 

Adapun kafālah memiliki 5 jenis antara lain: 

a) kafālah bi an-nafs, merupakan akad  yang memberikan jaminan atas 

dirinya (personal garantee) 

b) kafālah bil mal, merupakan jaminan pembayaran hutang atas pelunasan 

hutang 

c) kafālah bit taslim, jaminan untuk atas peminjaman barang persewaan 

pada waktu masa sewa tertentu dan akan dikembalikan ketika barang 

sewa dikembalikan ke penyewa 

d) kafālah al-munjazah, jaminan yang tidak dibatasi oleh jangka waktu 

dan untuk kepentingan tertentu 

e) kafālah al-mualaqah, jaminan yang dibatasi atas jangka waktu tertentu 

dan untuk tujuan tertentu pula. 

b. Rahn  

Rahn menurut bahasa berarti al-thubūt (tetap), al-habs (penahanan), 

al-dawain (lama), dan al-luzūm (harus). Sedangkan menurut istila syara’ 

ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian 

hutang dan barang tersebut akan dapat sebagai pelunas hutang ketika pihak 
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peminjam tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya membayar 

hutang. Dalam definisi lain, rahn adalah sarana untuk meminimalkan 

risiko atas transaksi hutang. Rahn juga sering dimaknai sebagai gadai 

syariah. Rahn dalam praktiknya haruslah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 

Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. 

Adapun juga rukun rahn yang harus dipenuhi atas praktik rahn 

adalah sebagai rahin (pemilik barang), murtahin (pemegang barang), 

marhun atau rahn (objek rahn), dan sighat (akad ijab qabul). Terdapat dua 

jenis akad rahn yaitu sebagai berikut: 

1. Rahn hiyazi, rahn hiyazi adalah akad penyerahan atas hak kepemilikan 

dimana barang sebagai jaminan ( marhun) dalam penguasaan pemberi 

utang kreditur. 

2. Rahn tasjily, rahn tasjily adalah akad rahn atas barang jaminan yang 

mana pemberi hutang hanya menguasai hak kepemilik sedangkan 

wujud fisik masih berada dalam pengusaan penerima hutang. rahn 

tajsily ini telah diatur dalam fatwa DSN-MUI nomor 68/DSN-

MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily 

4. Eksekusi Jaminan Dalam Islam 

Peran serta lembaga perbankan syariah  di dalam pembangunan 

ekonomi suatu negara sangat penting yaitu mempunyai fungsi memajukan 

ekonomi. Lembaga perbankan syariah mempunyai tugas melancarkan dan 

mengamankan pemberian pembiayaan.  Sehingga jaminan yang baik 

memiliki kriteria antara lain: pertama, jaminan dapat secara mudah 
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membantu perolehan pembiayaan itu oleh pihak yang memerlukannya. 

Kedua, jaminan tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk 

melakukan (meneruskan) usahanya. Ketiga, jaminan memberikan kepastian 

kepada si pemberi kredit. Artinya barang jaminan setiap waktu tersedia untuk 

dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah di uangkan untuk melunasi utangnya 

si penerima kredit.20 

Dalam fatwa DSN-MUI nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 sebuah barang 

jaminan dapat dilakukan eksekusi ketika pemberi jaminan/ debitur telah 

melakukan perbuatan moral hazard. Sebuah perbuatan yang dapat 

dikategorikan sebagai moral hazard antara lain: 

1) Ta’addi (ifrath), yaitu debitur melakukan perbuatan yang tidak boleh 

dilakukan 

2) Taqshir (tafrith), debitur tidak melakukan perbuatan yang telah 

dipersyaratkan dalam perjanjian 

3) Mulkhalafat al-Syuruth, debitur melkakukan perbuatan yang melanggar 

ketentuan yang telah ia sepakati 

C. Pencabutan hibah  

1. Pencabutan Hibah Menurut Fiqih 

Pencabutan hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan 

walaupun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara ataupun 

suami isteri. Adapun pencabutan hibah hanya dapat dilakukan atau diberikan 

                                                           
20 Soebekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1978), 29. 
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dari orang tua kepada anak-anaknya. Dasar hukum ketentuan ini dapat 

ditemukan dalam hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud, 

an-Nasa’I, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi yang berbunyi: “Dari Ibnu Abbas dan 

Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: “Tidak halal bagi seorang 

lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, 

kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali hibah itu 

dihibahkan dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang 

memberikan suatu pemberian kemudian dia menarik kembali pemberiannya, 

maka di aitu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia 

muntah, kemudian ia memakan muntah itu kembali”.21  Tirmidzi mengatakan, 

“Hasan shahih”. Ini merupakan hujah yang sangat tegas terkait indikasi 

larangan menarik kembali hibah.22 

Dalam keterangan hadis diatas “Orang yang menarik kembali hibahnya 

seperti seekor anjing yang muntah lantas memakan kembali muntahannya 

tersebut” adalah sebuah kiasan yang dimaksudkan untuk melarang dan 

mencela. Perumpamaan tersebut dimaksudkan kepada orang-orang yang 

menarik kembali hibah yang telah dilakukannya, meskipun ketika dia 

meminta kembali, penerima hibah tersebut rela dan tidak 

memperdulikannya.23  

 

 

                                                           
21 Alaika M. Bagus Kurnia dan Khoirul Muaddib, Fikih Mawaris (Sukabumi: Haura Utama, 2020), 
196. 
22 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 560. 
23 Syaikh Muhammad bin Shalih al-Usaimin, Panduan Wakaf, Hibah, 141. 
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2. Pencabutan Hibah Menurut KHI  

Dalam Kompilasi Hukum Islam pencabutan hibah dijelaskan pada BAB 

IV Pasal 212 bahwasannya “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah 

orangtua kepada anaknya”. Selain itu juga dijelaskan ketentuan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), pembatasan pemberian hibah diatur dalam Pasal 210 

yang menyatakan: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun 

berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-

banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaaga 

dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.  

Dalam hukum Islam terdapat ketentuan bahwasannya pembagian atau 

pemberian harta sebelum seorang meninggal atau lebih dikenal dengan hibah 

atau wasiat, tidak diperbolehkan melebihi 1/3 dari harta warisannya. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip bahwa hibah hanya 

diperbolehkan dilakukan sebanyak 1/3 dari harta kekayaan yang dimiliki. 

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. 

Prinsip yang dianut pada Kompilasi Hukum Islam adalah yang sesuai dengan 

kultur bangsa Indonesia, serta sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

mahdzab Hanafi bahwa orang yang memberika semua hartanya kepada orang 

lain adalah orang yang dungu dan tidak layak untuk bertindak hukum. Oleh 

karena orang yang bertindak merupakan orang yang tidak cakap hukum 

sehingga perbutan hukum (hibah) yang dilakukan batal demi hukum. Hal ini 

dikarenakan ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Jika 

perbuatan yang dilakukan tersebut dihubungkan dengan kemaslahatan bagi 
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pihak keluarga ahli warisnya, maka sungguh tidak dibenarkan. Hal ini 

dikarena dalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga 

dirinya pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarganya.24  

Firman Allah dalam Q.S al-azhab: 33 yang dirumuskan dalam beberapa 

garis hukum dan bagi setiap orang: “Kami (Allah) telah menjadikan mawali 

(ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta ibu bapaknya yang 

tadinya (akan mewarisi harta peninggalan itu)”. Dalam hukum Islam 

memang dianjurkan bagi umatnya untuk beramal baik, menghibahkan 

Sebagian hartanya di jalan Allah dengan ketentuan tidak boleh mengabaikan 

atau menghilangkan nasib keluarga atau ahli warisnya.25 

Khusus dalam hukum Islam, pencabutan hibah hanya dapat dilakukan 

oleh orang tua terhadap hibah yang diberikan kepada anaknya. Tidak 

dilarangnya ini membawa implikasi dalam hukum Islam bahwa apa yang 

diberikan orangtua kepada anaknya kelak dapat diperhitungkan sebagai 

warisan.26. 

3. Pencabuatan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah salah satu 

ketentuan yang dioperasionalkan didalam Pengadilan Agama.27 Mengenai 

                                                           
24 Muhammad Ulil Abshor, Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Depok: PT Raja 
Grafindo Persada, 2020),116. 
25 Ibid. 
26 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2018), 112-113. 
27 Nugraha Pranadita, Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya 
Pada Negara dan Kesejahteraan (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 335. 
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hibah, di dalam KHES diatur pada bab IV tentang hibah, yaitu mulai dari 

pasal 685 sampai dengan pasal 727, termuat dalam 43 pasal. 

Sedangkan dalam hal pencabutan hibah diatur khusus pada Bagian 

Ketiga tentang Menarik Kembali Hibah pasal 709-723. KHES terkait 

pencabutan hibah ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan 

berdasarkan syarat dan ketentuan masing-masing. Pencabutan hibah 

diperbolehkan tertuang dalam KHES pasal 712 yakni “Penghibah dapat 

menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan 

syarat si penerima menyetujuinya.” Kemudian dijelaskan pada pasal 713 

“Apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa ada 

persetujuan dari mauhub lah, atau tanpa keputusan  Pengadilan, maka wahib 

ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila barang itu 

rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus 

mengganti kerugian. 
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BAB III 

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  

DALAM PUTUSAN NOMOR: 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr. 

TENTANG PENCABUTAN HIBAH ATAS BARANG JAMINAN 

A. Profil Pengadilan Agama Mojokerto  

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto 

Pengadilan Agama Mojokerto sebagai Pengadilan dibawah naungan 

Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk 

mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai 

masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Mojokerto telah 

menjabarkan visi dan misi tersebut dalam visi dan misi Pengadilan Agama 

Mojokerto. Visi Pengadilan Agama Mojokerto adalah :“Terwujudnya 

Pengadilan Agama Mojokerto Yang Agung”. Hal ini mengandung makna 

bahwa Pengadilan Agama Mojokerto siap bersama-sama peradilan lainnya 

meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan 

martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk Misi 

Pengadilan Agama Mojokerto, yaitu:1 

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Mojokerto. 

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 

                                                           
1 Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Mojokerto, (Tentang Pengadilan Profil 
Satuan Kerja), http://www.new.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi-
dan-misi, diakses pada tanggal 07 Mei 2021. 

http://www.new.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi-dan-misi
http://www.new.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi-dan-misi
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d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Mojokerto 

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang 

diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair. 

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di 

Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili 

perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. 

Dalam Struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan 

penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari 

fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan 

agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 

Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama:2 

a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam 

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. 

b. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal. 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan 

riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya. 

d. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa 

antara orang-orang yang beragama Islam. 

                                                           
2 Ibid.  
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Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk 

menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang : 

a. Perkawinan 

c. Waris 

d. Wasiat 

e. Hibah 

f. Wakaf 

g. Zakat 

h. Infaq 

i. Shadaqah, dan 

j. Ekonomi Syari'ah 

 Fungsi Pengadilan: 

a. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan 

pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun 

administrasi umum 

b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim 

dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006) 

c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman 

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto 

Wilayah jurisdiksi PA Mojokerto meliputi Kota Mojokerto dan 

Kabupaten Mojokerto, yang mana wilayah Kota Mojokerto meliputi 3 
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Kecamatan yang terdiri dari 18 Kelurahan dan wilayah Kabupaten meliputi 

18 Kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 299 Desa.3 

B. Duduk Perkara Kasus Dalam Putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr. 

Pada kasus yang terjadi di Mojokerto tentang pencabutan hibah atas barang 

jaminan telah dijatuhkan putusan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim 

pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 

Rajab 1441 Hijriyyah yang kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka 

untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020. Masehi bertepatan dengan 

tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah. Dalam perkara ini hakim yang memeriksa dan 

mengadili adalah Drs. Abdullah Shofwandi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. 

H. Mulyani, M.H.dan Kamali S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota.4  

Sengketa tersebut berawal dari adanya wanprestasi dalam akad 

pembiayaan KPR Pas iB di salah satu Bank Syariah dengan objek jaminan yang 

bermasalah yakni objek hibah yang telah dicabut. 

1. Para Pihak yang Bersengketa 

Praktik hibah yang dilakukan oleh umat manusia pada dasarnya 

tujuannya untuk mempererat hubungan baik di antara sesamanya, termasuk 

hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya juga ditujukan sebagai 

ungkapan kasih sayang orang tua terhadap anak. Walaupun mempunyai 

tujuan mulia, bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak ada masalah di 

dalamnya yang bisa menimbulakan sengketa di antara mereka dan bahkan 

                                                           
3 Ibid.  
4 Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr., 74-75. 
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mengikutsertakan pihak lain dalam sengketa tersebut. Dalam hal ini seperti   

sengketa ekonomi syariah perkara nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr. tentang 

pencabutan hibah atas barang jaminan yang terjadi di Pengadilan Agama 

Mojokerto Adapun pihak penggugat dan tergugat diklasifikasikan sebagai 

berikut:5 

No. Pihak Hubungan 

Penggugat-Tergugat 

Usia Pekerjaan Agama 

1. Penggugat I Ibu dari Penggugat 

III dan Tergugat II 

59 Ibu 

Rumah 

Tangga 

Islam 

2. Penggugat II Ayah dari Penggugat 

III dan Tergugat II 

63 Pensiunan Islam 

3. Penggugat III Anak kedua dari 

Penggugat I dan 

Penggugat II 

35 karyawan 

swasta 

Islam 

4. Tergugat I Menantu dari 

Penggugat I dan 

Penggugat II 

38 karyawan 

swasta 

Islam 

5. Tergugat II Anak pertama dari 

Penggugat I dan 

Penggugat II 

37 Ibu 

Rumah 

Tangga 

Islam 

6. Tergugat III Bank Syariah    

7. Tergugat IV Notaris dan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah 

di Kota Mojokerto 

   

                                                           
5 Direktori Putusan Mahkamah Agung, Nomor 222/Pdt.G/2020/PTA.Sby., 1-2. 
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8. Tergugat V Badan Pertanahan 

Nasional Kota 

Mojokerto 

   

9. Tergugat VI Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara 

Dan Lelang 

(KPKNL) 

   

 

2. Kasus Posisi 

Untuk lebih memahami kasus posisi perkara ini, berikut dibuat 

kronologis awal permasalahan hukumnya sepanjang hal-hal yang dapat 

dibuktikan dan diakui dalam proses persidangan:6 

Tahun Kronologi 

2009 Pada tanggal 20 Oktober Penggugat I atas persetujuan 

Penggugat II telah menghibahkan harta yaitu Sebidang Tanah 

dan Bangunan seluas 160 M2 yang terletak di Kelurahan 

Gununggedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto 

yang dikenal dengan nama Jalan Benteng Pancasila Kav.17 

Kota Mojokerto, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 

2159, kepada Tergugat II berdasarkan Akta Hibah No. 

235/Mgr/2009 yang dibuat dan ditandatangani Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mojokerto yang kemudian 

disebut objek sengketa. 

                                                           
6 Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr., 69-71. 
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2009 Pada tanggal 12 Nopember Tergugat II melakukan balik nama 

atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2159, Obyek Sengketa 

dari nama sebelumnya yaitu Penggugat I menjadi atas nama 

Tergugat II 

2015 Pada tanggal 7 Oktober Tergugat I dengan persetujuan 

Tergugat II telah mengajukan Permohonan Pembiayaan KPR 

PaS iB kepada Tergugat III yang selanjutnya permohonan 

tersebut disetujui oleh Tergugat III melalui Surat Persetujuan 

Permohonan Pembiayaan KPR PaS iB Nomor: 

590/SID/EXT/X/2015 

2015 Pada tanggal 12 Nopember, objek sengketa dibebani Hak 

Tanggungan dengan dibuatkannya Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT) Nomor : 160/2015 dibuat oleh Notaris 

dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Mojokerto, 

dan selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) 

Nomor : 758/2015 tertanggal 30   November   2015   oleh   

Badan   Pertanahan   Nasional Kota Mojokerto  

2016 Akibat Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi 

kewajibannya terhadap Tergugat III, maka Tergugat III telah 

memberikan peringatan sebanyak 3 kali yaitu tanggal 03 Juni 

2016, tanggal 01 Juli 2016 dan tanggal 11 Agustus 2016  

2018 Pada tanggal 29 Januari Tergugat III memberitahukan tentang 

Penjualan Melalui Lelang I   
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2018 Pada tanggal 11 Juli Penggugat I dan Penggugat II mencabut 

hibah yang telah dilakukannya kepada Tergugat II dengan 

melakukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama 

Mojokerto nomor: 0541/Pdt.G/2018/PA.Mr. dan gugatan 

tersebut berakhir dengan akta perdamaian sebagaimana yang 

pada pokoknya sepakat permasalahan hibah yang dilakukan 

akan dicabut oleh pemberi hibah dan dikembalikan kepada 

Penggugat I dan Penggugat II 

2018 Pada tanggal 1 Oktober Tergugat III memberitahukan tentang 

Penjualan Melalui  Lelang II  

2019 Pada tanggal 24 Juni adanya Permohonan Eksekusi yang 

diajukan Tergugat III dan didaftarkan Nomor: 

003/Pdt.Eks/2019/PA.Mr, tanggal 27-05-2019  

2019 Pada tanggal 29 Agustus, atas dasar putusan nomor: 

0541/Pdt.G/2018/PA.Mr Tanggal 11 Juli 2018, Para 

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum 

perkara a quo. 

 

Dalam hal ini Para penggugat merasa dirugikan karena hibah Penggugat 

I kepada Tergugat II telah dicabut sesuai dengan putusan Pengadilan Agama 

Nomor : 0541/Pdt.G/2018/PA.Mr Tanggal 11 Juli 2018. Pencabutan hibah 

tersebut dikarenakan pihak penerima hibah melanggar perjanjian hibah 

bersyarat yang diberikan oleh pihak pemberi hibah. Pencabutan hibah yang 
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dilakukan tersebut diperbolehkan menurut undang-undang karena telah diatur 

dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan 

bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada 

anaknya. Maka dari itu segala akibat yang tersangkut dengan tindakan hukum 

berkaitan dengan subyek dan obyek perkara bertentangan dengan hukum 

yang berdampak pada perbuatan yang bersangkutan dianggap sebagai 

perbuatan melawan hukum sesuai yang tercantum pada Pasal 1365 

KUHPerdata.7 

C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Putusan 

Nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr. tentang Pencabutan Hibah atas Barang 

Jaminan 

1. Proses Mediasi 

Dalam sengketa ekonomi syariah ini Majelis Hakim telah berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak agar perkaranya dapat diselesaikan secara 

damai dan kekeluargaan sesuai dengan pasal 130 HIR. Namun usaha 

perdamaian tersebut tetap tidak berhasil. 

Sebagai pengoptimalan usaha perdamaian, maka Majelis Hakim 

memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan 

mediator H. Muchsin S.H (Mediator pada Pengadilan Agama Mojokerto) 

namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Oktober 2019, mediasi 

antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah dilaksanakan, tetapi tidak 

                                                           
7 Ibid.,64. 
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berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung 

RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

2. Pertimbangan Kompetensi Absolut dan Relatif 

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariáh”. 

Atas gugatan Penggugat menyebutkan bahwa gugatan tersebut adalah 

gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan para Tergugat bermula 

dengan adanya akad antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III, 

obyek dan subyek gugatan ini di wilayah Hukum Kabupaten dan atau Kota 

Mojokerto, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang 

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.8 

Dalam  perkara ini Para Penggugat mengajukan Gugatan Ekonomi 

Syariah Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat dengan dalil-

dalil dan alasan sebagaimana terurai di atas, dimana dalam jawabannya, Para 

Tergugat selain menanggapi pokok perkara, Tergugat III, Tergugat V dan 

Teregugat VI juga mengajukan eksepsi. Maka sebelum Majelis Hakim 

mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan 

eksepsi Tergugat III, Tergugat V dan Teregugat VI.9  

                                                           
8 Ibid.,65. 
9 Ibid.,65. 
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3. Pertimbangan dalam Eksepsi 

Pihak Tergugat III, Tergugat V dan Teregugat VI dalam jawabannya 

mengajukan eksepsi sebagaimana terurai di bawah ini yaitu tidak menyangkut 

ekspesi tentang kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenannya Majelis 

Hakim mempertimbangkan dan mengadili eksepsi Tergugat ini bersama 

dengan putusan akhir. Berikut eksepsi diantara para tergugat:10 

a) Eksepsi Tergugat III pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak 

jelas, Penggugat tidak secara detail dan cermat menguraikan satu per satu 

dari unsur Perbuatan Melawan Hukum yang digugat kepada Tergugat III, 

dan gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan perbuatan 

Tergugat III berkaitan dengan gugatan a quo, permasalah yang ada lebih 

kepada kewarisan antara Para Penggugat dengan Tergugat II serta 

keluarganya, oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Para Penggugat 

untuk ditolak atau setidak tidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat 

diterima. 

b) Eksepsi Tergugat V pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak 

memenuhi syarat formal mengajukan gugatan, gugatan Penggugat 

mengandung error in persona (salah orang/pihak yang harus digugat, 

mengalami kerancuan, ketidakjelasan (obscuur lebels), posita gugatan 

tidak ada satupun dalil yang mendalilkan Tergugat V telah melakukan 

Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam Petitum-nya Penggugat 

                                                           
10 Ibid., 65. 
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menuntut adanya suatu prestasi yang harus dilakukan oleh Tergugat V, 

oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk ditolak 

atau setidak tidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. 

c) Eksepsi  Tergugat VI pada intinya menyatakan gugatan Penggugat 

Obscuur Libel, dalam posita Para Penggugat sama sekali juga tidak 

menyebutkan hal- hal atau dasar hukum dari kejadian atau peristiwa yang 

mendasari Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat VI, namun di dalam 

petitumnya tiba-tiba menuntut Tergugat VI untuk dinyatakan telah 

melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena Tergugat VI tidak ada 

keterkaitan dengan perkara a quo maka mohon dikeluarkan dari pihak 

dalam perkara ini, oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Para 

Penggugat untuk ditolak atau setidak tidak-tidaknya gugatan dinyatakan 

tidak dapat diterima. 

Atas eksepsi Tergugat III, Tergugat V dan Teregugat VI tersebut, 

Penggugat memberikan tanggapan tetap pada gugatannya bahwa gugatannya 

merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, dengan alasan perbuatan 

yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mengagunkan barang 

milik Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat III dan segala yang 

terkait dengan proses peralihan dan pembebanan atas benda tersebut telah 

memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebab Penggugat I dan 

Penggugat II telah mencabut hibah kepada Tergugat II, Oleh karenanya, 

Penggugat menganggap perbutaan Para Tergugat dimaksud adalah 

merupakan perbuatan melawan hukum. 
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Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat III, Tergugat V dan 

Tergugat VI tersebut sudah menyangkut penilaian terhadap pokok perkara, 

yaitu apakah gugatan ini termasuk gugatan perbuatan melawan hukum atau 

tidak. Oleh karena eksepsi Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI 

termasuk penilaian terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan dan mengadili bersamaan dengan pokok perkara 

sebagaimana terurai dibawah ini. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam 

musyawarahnya berpendapat eksepsi Tergugat III, Tergugat V Tergugat VI 

patut ditolak.11 

4. Pertimbangan Dalam Pokok Perkara 

Gugatan Para Penggugat pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, 

dimana Para Penggugat memohon agar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II 

yang menjaminkan objek perkara kepada Tergugat III yang kemudian atas 

obyek sengketa tersebut dibebani hak tanggungan dengan dibuatnya Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor: 160/2015 tanggal 12 Nopember 

2015 yang dibuat oleh notaris Peni Nuswantari (Tergugat IV), selanjutnya 

diterbitkannya Sertifikat HakTanggungan (SHT) nomor : 758/2015 tertanggal 

30 November 2015 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto ( 

Tergugat V ), yang pada akhirnya Tergugat III akan menjual lelang atas obyek 

sengketa setelah Tergugat I menerima pemberitahuan pelaksanaan penjualan 

                                                           
11 Ibid., 66. 
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lelang dimana pelelangan akan dilakukan bertempat di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelalng (KPKNL) Sidoarjo ( Tergugat VI ), semuanya 

dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala 

konsekwensinya, dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana terurai dalam 

Duduk Perkara di atas.12 

Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II secara 

substansi membenarkan dalil-dalil dan alasan Para Penggugat, sedangkan 

Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dalam jawaban dan dupliknya 

secara substansi pada pokoknya membantah dalil-dalil dan alasan Para 

Penggugat, dengan menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan terkait 

dengan perkara a quo sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara diatas telah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak termasuk 

perbuatan melawan hukum sedangkan Tergugat IV tidak menyampaikan 

jawaban oleh karena tidak pernah datang menghadap persidangan. 

Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1. s.d. P.12. dan dua 

orang saksi. Tergugat III telah mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai 

dengan T.III.1. s.d. TIII.12. Tergugat V telah mengajukan alat-alat bukti surat 

yang ditandai dengan TV.1 s.d. T.V.2. Tergugat V telah mengajukan alat-alat 

bukti surat yang ditandai dengan TVI.1 s.d. T.VI.8. 

Dalam hal ini, alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat 

Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI semua bermaterai cukup sehingga 

                                                           
12 Ibid., 67. 
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telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 

1985. Alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat III dan 

Tergugat V dan Tergugat VI sebagian dapat dicocokkan dengan aslinya dan 

sebagian tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Hal ini antara lain karena 

tanah beserta bangunannya yang dijadikan sebagai objek perkara telah 

berubah hak miliknya dan dijadikan jaminan oleh Tergugat I atas pembiayaan 

kepada Tergugat III, Sehinga terkait dengan bukti-bukti surat terutama SHM 

atas bidang tanah dimaksud yang semula atas nama Para Penggugat sudah 

tidak ada aslinya karena sudah dibalik namakan atas nama Tergugat II dan 

dijaminkan kepada pihak Tergugat III dan sudah berganti kepemilikannya. 

Selanjutnya, alat-alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dapat 

dicocokkan dengan aslinya, secara formil mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai salinan yang sah sebagaimana Pasal 1889 KUH Perdata, oleh 

karenanya alat-alat bukti surat ini formil dapat diterima untuk 

dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo. 

Terhadap bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup tetapi tidak 

dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak disanggah oleh pihak lawan, 

didudukkan sebagai bukti permulaan dan tetap dapat dipertimbangkan 

sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo. Namun, bukti-bukti yang 

tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, dikesampingkan.13 

Bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis menilai 

tentang substansi yang didalilkan para saksi tidak menyaksikan langsung apa 

                                                           
13 Ibid.,68. 
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yang diketahui, saksi mengetahui tentang proses hibah dan adanya 

persyaratan yang diajukan Penggugat I kepada Tergugat II adalah karena 

diberitahu oleh Para Penggugat, maka Majelis menilai bahwa saksi para 

Penggugat pada prinsipnya berlaku azas testimonium de audito, oleh 

karenanya keterangan para saksi patut untuk dikesampingkan. 

Berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, Tergugat II, 

tergugat III, tergugat V dan Tergugat VI serta replik duplik, dihubungan 

dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat 

II, tergugat III, tergugat V dan Tergugat VI, maka dapat diperoleh fakta-fakta 

sebagai berikut:14 

i. Bahwa pada Tanggal 20 Oktober 2009 Penggugat I atas persetujuan 

Penggugat II telah menghibahkan harta yaitu Sebidang Tanah dan 

Bangunan seluas 160 M2 yang terletak di Kelurahan Gununggedangan, 

Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto yang dikenal dengan nama Jalan 

Benteng Pancasila Kav.17 Kota Mojokerto, berdasarkan Sertifikat Hak 

Milik (SHM) No. 2159, kepada Tergugat II berdasarkan Akta Hibah No. 

235/Mgr/2009 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mojokerto. 

ii. Bahwa selanjutnya Tergugat II pada tanggal 12 Nopember 2019 

melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2159, 

(Obyek Sengketa) dari nama sebelumnya yaitu Penggugat I menjadi atas 

nama  Tergugat II. 

                                                           
14 Ibid.,69. 
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iii. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 Tergugat I dengan persetujuan 

Tergugat II telah mengajukan Permohonan Pembiayaan KPRPaS iB 

kepada Tergugat III yang selanjutnya permohonan tersebut disetujui oleh 

Tergugat III melalui Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan KPR 

PaS iB Nomor: 590/SID/EXT/X/2015 Tanggal 7 Oktober 2015, dengan 

memberikan 3 (tiga) macam fasilitas yaitu sebagai berikut : 

Fasilitas 1  : Takeover Pembiayaan Pemilikan Rumah. 

Akad Pembiayaan  : Al-Qardh. 

Fasilitas 2  : Pelunasan Terhadap Al-Qardh. 

Akad Pembiayaan  : Mushārakah Mutanaqishah. 

Fasilitas 3  : TOP UP. 

Akad Pembiayaan  : Mushārakah Mutanaqishah. 

iv. Bahwa terhadap Sebidang Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat 

Hak Milik No.2159 (Obyek Sengketa) digunakan sebagai jaminan oleh 

Tergugat I atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat III 

berdasarkan : 

• Akad Al-Qardh No. 327/QARDH/PIN/SID/15 Tanggal 13 Oktober 

2015. 

• Perjanjian Jual Beli No. 326C/JB-MMQ/SID/15 Tanggal 13 Oktober 

2015. 

• Perjanjian Pemberian Fasilitas Mushārakah Mutanaqishah (Ketentuan 

Khusus) No. 326A/KK-MMQ/SID/15. Dan 
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• Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: 

326B/SKU-MMQ/SID/15. 

Yang kemudian dibebani Hak Tanggungan dengan dibuatkannya Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 160/2015 tertanggal 12 

Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) Kota Mojokerto, dan selanjutnya diterbitkan Sertipikat 

Hak Tanggungan ( SHT ) Nomor : 758/2015 tertanggal 30   November   

2015   oleh   Badan   Pertanahan   Nasional Kota Mojokerto. 

v. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi 

kewajibannya terhadap Tergugat III, maka Tergugat III telah 

memberikan peringatan sebanyak 3 kali yaitu tanggal 03 Juni 2016 ( 

bukti T.III. 9 ), tanggal 01 Juli 2016 ( bukti T.III. 10 ) dan ; tanggal 11 

Agustus 2016 (bukti T.III. 11) dan kemudian Tergugat III 

memberitahukan tentang Penjualan Melalui Lelang I, tanggal 29 Januari 

2018 ( bukti T.III. 13 ) lalu Lelang II tanggal 1 Oktober 2018 ( bukti T.III. 

14 ) yang kemudian berujung kepada Permohonan Eksekusi yang 

diajukan oleh Tergugat III, tanggal 24 Juni 2019, dan didaftar Nomor : 

003/Pdt.Eks/2019/PA.Mr, tanggal 27-05-2019 ( bukti T.III. 15 ). 

vi. Bahwa dengan fakta tersebut di atas akhirnya Penggugat I dan Penggugat 

II bermaksud mencabut hibah yang telah dilakukannya kepada Tergugat 

II berdasar Akta Hibah Nomor : 235/Mgr/2009 tanggal 20 Oktober 2009 

dengan melakukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama 

Mojokerto nomor : 0541/Pdt.G/2018/PA.Mr., dan gugatan tersebut 
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berakhir dengan akta perdamaian sebagaimana putusan nomor: 

0541/Pdt.G/2018/PA.Mr Tanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya 

sepakat permasalahan hibah yang dilakukan pada Tanggal 20 Oktober 

2009 dengan surat akta hibah Nomor : 235/Mgr/2009 akan dicabut oleh 

pemberi hibah dan dikembalikan kepada Penggugat I dan Penggugat II. 

vii. Bahwa atas dasar putusan nomor : 0541/Pdt.G/2018/PA.Mr Tanggal 11 

Juli 2018, Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan 

hukum perkara a quo ini . 

Pokok perkara gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, 

maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengadili masing-

masing petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mengetengahkan 

unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 

KUHPerdata, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai 

berikut:15 

a. Adanya kesalahan; 

b. Perbuatan tersebut melawan hukum; 

c. Adanya kerugian bagi orang lain; 

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian; 

Berdasarkan teori ada 4 (empat) perbuatan yang dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu : 

a. Bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang. 

                                                           
15 Ibid.,71. 
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b. Bertentangan dengan hak/melawan hak subyektif menurut Undang-

Undang. 

c. Bertentangan dengan tata susila. 

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. 

5. Pertimbangan dalam Petitum 

Sebelum mempertimbangan satu persatu tuntutan Penggugat, setelah 

memcermati posita gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana 

fakta-fakta hukum yang ada, Majelis perlu mempertimbangkan bahwa dasar 

pokok Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah oleh karena hibah 

Penggugat I kepada Tergugat II yang telah dilakukan sebagaimana tertuang 

dalam Akta Hibah Nomor : 235/Mgr/2009 tanggal 20 Oktober 2009 yang 

dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris telah dicabut sesuai dengan 

putusan Pengadilan Agama Nomor : 0541/Pdt.G/2018/PA.Mr Tanggal 11 Juli 

2018, sehingga segala akibat yang tersangkut dengan tindakan hukum 

berkaitan dengan subyek dan obyek perkara bertentangan dengan hukum 

sehingga perbuatan yang bersangkutan dianggap sebagai perbuatan melawan 

hukum. 16 

Baik Penggugat I dan Penggugat II maupun Terggugat I dan Tergugat 

II telah sama-sama mengakui adanya penyerahan hibah sesuai dengan Akta 

Hibah Nomor : 235/Mgr/2009. Para Penggugat tidak membantah semua 

                                                           
16 Ibid.,72. 
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proses yang terjadi sampai obyek perkara bersangkutan saat ini telah 

dilakukan eksekusi hak tanggungan.  

Proses hibah Penggugat I kepada Tergugat II sudah cukup lama terjadi 

sebelum Tergugat I dan Tergugat II menjadikan harta hibah / objek perkara 

sebagai agunan pada Tergugat III. Majelis berpendapat bahwa pembatalan 

hibah tersebut tidak dengan serta merta membatalkan semua transaski dan 

atau perbuatan hukum yang telah terjadi sebelum pembatalan hibah terjadi, 

hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan, “Gugatan 

Pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objek tersebut masih 

dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak 

dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga”. 

Terkait dasar pokok gugatan Penggugat karena adanya pencabutan atas 

hibah Penggugat I kepada Tergugat II yang telah dijaminkan ke pihak 

Tergugat III dan sebagaimana ternyata dalam fakta tersebut di atas, Tergugat 

I dan Tergugat II belum melunasi dan atau menyelesaikan tanggungan kepada 

pihak ke tiga ( Tergugat III ). Maka menurut Majelis Hakim pencabutan hibah 

Penggugat I dan Penggugat II atas hibah yang diberikan kepada Tergugat II 

belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sampai kewajiban 

Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III diselesaikan.17 

Dalam posita 2 gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat 

menuntut seluruh akad dan perjanjian atas Fasilitas Pembiayaan yang 

                                                           
17 Ibid.,72. 
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diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I adalah Tidak Sah, dan oleh 

karenanya dinyatakan Batal Demi Hukum (null and void) serta tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.  

Penggugat tidak mempermasalahkan adanya proses sampai akhirnya 

terjadinya eksekusi hak tanggungan oleh Tergugat VI. Penggugat telah 

mengakui adanya proses Hibah yang dilakukan kepada Tergugat II, oleh 

karenanya Majelis menganggap bahwa Tergugat  I dan Tergugat II sebagai 

suami isteri memiliki hak penuh atas harta yang dihibahkan oleh Penggugat 

sepanjang hibah tersebut tidak dicabut atau dibatalkan oleh pemberi hibah.   

 Sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan 

bahwa pembatalan hibah perkara a quo belum mempunyai kekuatan hukum 

mengikat, maka segala proses yang berkaitan dengan obyek perkara yang 

dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak bertentangan dengan hukum 

dan peraturan perundang-undangan.18  

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan 

demikian gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya sebagaimana amar 

putusan. Oleh  karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai 

dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini 

dibebankan kepada Para Penggugat. Berikut pertimbangan hakim terhadap 

tuntutan yang dituangkan dalam petitum Penggugat:  

                                                           
18 Ibid.,73. 
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No. 

Petitum 
Isi Petitum 

Pertimbangan 

Hakim 

Petitum 

1 

Mengabulkan gugatan Para 

Penggugat untuk 

seluruhnya 

Petitum nomor 1 ditolak 

 

Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan diatas, maka 

dengan demikian gugatan Para 

Penggugat ditolak seluruhnya 

sebagaimana amar putusan  

Petitum 

2 

Menyatakan seluruh akad 

dan perjanjian atas Fasilitas 

Pembiayaan yang diberikan 

oleh Tergugat III kepada 

Tergugat I yang 

termasuk didalamnya 

adalah Tidak Sah, dan oleh 

karenanya dinyatakan Batal 

Demi Hukum (null and 

void) serta tidak 

mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat. 

Petitum  nomor 2 patut ditolak. 

 

Berdasarkan  pertimbangan 

diatas, maka dalil Penggugat 

yang menyatakan tindakan 

Tergugat III atas fasilitas 

pembiayaan kepada Tergugat I 

dinyatakan cacat hukum dan 

tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat, dengan alasan 

sebagaimana terurai diatas patut 

dinyatakan lemah dan tidak 

terbukti kebenarannya.  

Petitum 

3 

Menyatakan Akta 

Pemberian Hak 

Tanggungan ( APHT ) 

Nomor : 160/2015 

tertanggal 12 Nopember 

2015 yang dibuat oleh 

Tergugat IV Notaris dan 

Pejabat Pembuat Akta 

Petitum Penggugat nomor 3 

ditolak 

 

Majelis berpendapat dengan 

menggantungkan pada 

pertimbangan di atas, oleh karena 

petitum nomor 2 gugatan 

Penggugat ditolak, maka petitum 
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Tanah ( PPAT ) Kota 

Mojokerto adalah tidak sah 

dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang 

mengikat 

nomor 3 juga patut ditolak.  

Majelis tidak perlu 

mempertimbangkan satu persatu 

tuntutan Penggugat karena 

Petitum nomor 3 adalah turunan 

dari petitum nomor 2 gugatan 

Penggugat 

Petitum 

4 

Menyatakan Sertipikat Hak 

Tanggungan ( SHT ) 

Nomor : 758/2015 

tertanggal 30 November 

2015 oleh Tergugat V 

(Badan Pertanahan 

Nasional Kota Mojokerto) 

adalah tidak sah dan tidak 

mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat  

Petitum Penggugat nomor 4 

ditolak 

 

Majelis berpendapat tidak perlu 

mempertimbangkan satu persatu 

tuntutan Penggugat karena 

Petitum nomor 4 adalah turunan 

dari petitum nomor 2 gugatan 

Penggugat 

Petitum 

5 

Menyatakan “Obyek 

Sengketa” berdasarkan 

Sertifikat Hak Milik (SHM) 

No. 2159, Surat Ukur 

tanggal 18-04-2007 No. 

724/Gununggedangan/2007, 

dahulu atas nama 

Penggugat I sekarang telah 

dirubah menjadi atas nama 

Tergugat II, terbebas dari 

beban Hak Tanggungan 

berdasarkan APHT No. 

160/2015 tertanggal 12 

Petitum Penggugat nomor 5 

ditolak 

Majelis berpendapat, Petitum 

nomor 5 adalah turunan dari 

petitum nomor 2 gugatan 

Penggugat 
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Nopember 2015 dan 

Sertipikat Hak Tanggungan 

(SHT) No. 758/2015 

tertanggal 30 November 

2015 

Petitum 

6 

Menyatakan Para Tergugat 

telah melakukan Perbuatan 

Melawan Hukum 

kepada Para Penggugat 

Petitum Penggugat nomor 6  

ditolak 

 

Majelis berpendapat Petitum 

nomor 6 adalah turunan dari 

petitum nomor 2 gugatan 

Penggugat 

Petitum 

7 

Menghukum Tergugat I, 

Tergugat II dan Tergugat III 

untuk mengganti 

kerugian materiil dengan 

menyerahkan kepada Para 

Penggugat yaitu : 

- Obyek Sengketa 

- Sertifikat Hak Milik 

(SHM) No. 2159 Surat 

Ukur tanggal 18-04-

2007 No. 724/ 

Gununggedangan/ 2007, 

dahulu atas nama 

(Penggugat I) sekarang 

telah dirubah menjadi 

atas nama (Tergugat II) 

Petitum Penggugat nomor 7  

ditolak 

 

Menurut Majelis petitum ini 

berkait dengan petitum nomor 2 

gugatan Penggugat, oleh karena 

petitum nomor 2 gugatan 

Penggugat ditolak, maka tidak 

ada kewajiban Tergugat I dan 

Tergugat II serta Tergugat III 

untuk melakukan suatu prestasi, 

oleh karenanya terhadap tuntutan 

Penggugat petitum nomor 7 patut 

untuk ditolak. 

Petitum 

8 

Menyatakan sah dan 

berharga Sita Jaminan 

Petitum Penggugat nomor 8 

ditolak 
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(Conservatoir Beslag) 

terhadap Obyek Sengketa 

 

 

Majelis berpendapat Petitum 

nomor 8 adalah turunan dari 

petitum nomor 2 gugatan 

Penggugat 

Petitum 

9 

Menghukum Para Tergugat 

untuk membayar Uang 

Paksa (dwangsom) sebesar 

Rp. 1.000.000,-/hari (satu 

juta rupiah per hari) atas 

kelalaian Para Tergugat 

untuk melaksanakan 

putusan dalam perkara ini 

terhitung sejak 

putusan ini mempunyai 

kekuatan hukum tetap 

Petitum Penggugat nomor 9 

ditolak 

 

Majelis berpendapat Petitum 

nomor 9 adalah turunan dari 

petitum nomor 2 gugatan 

Penggugat 

Petitum 

10 

Menyatakan putusan ini 

dapat dijalankan terlebih 

dahulu meskipun ada 

perlawan banding, kasasi, 

maupun verzet (uitvoerbaar 

bij voorraad) 

Petitum Penggugat nomor 3 

ditolak 

 

Majelis berpendapat tidak perlu 

mempertimbangkan satu persatu 

tuntutan Penggugat karena 

Petitum nomor 4 adalah turunan 

dari petitum nomor 2 gugatan 

Penggugat 

Petitum 

11 

Menghukum Para Tergugat 

dihukum untuk membayar 

biaya perkara secara 

tanggung renteng 

Petitum Penggugat nomor 3 

ditolak 

 

Majelis berpendapat tidak perlu 

mempertimbangkan satu persatu 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

tuntutan Penggugat karena 

Petitum nomor 4 adalah turunan 

dari petitum nomor 2 gugatan 

Penggugat 

 

D. Keputusan Hakim dalam Putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr. 

Pada tanggal 26 Februari 2020, perkara sengketa ekonomi syariah tentang 

pencabutan hibah atas barang jaminan di Pengadilan Agama Mojokerto dengan 

nomor perkara 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr telah diputus oleh Majelis Hakim. 

Sebelumnya pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan 

Para Tergugat telah datang menghadap di depan sidang. Isi dari putusannya 

adalah sebagai berikut:19 

Dalam eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat III karena 

eksepsi Tergugat III tersebut sudah menyangkut penilaian terhadap pokok 

perkara, yaitu apakah gugatan ini termasuk gugatan perbuatan melawan hukum 

atau tidak. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengadili 

bersamaan dengan pokok perkara.  

Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat 

seluruhnya karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan 

hukum sebagaimana yang dituntutkan oleh Penggugat.  

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

                                                           
19 Ibid.,74. 
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2009, dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan perkara 

ini. Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat 

(1) HIR, biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada Para 

Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim membebankan kepada Para Penggugat 

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.454.000 (lima juta empat ratus lima 

puluh empat ribu rupiah) 

Putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim yang 

terdiri dari, Drs. Abdullah Shofwandi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. 

Mulyani, M.H. dan Kamali, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada 

hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal  2  Rajab 

1441  Hijriyah,  yang  kemudian  diucapkan  dalam sidang yang terbuka untuk 

umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 

15 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto 

yang terdiri dari, Drs. Abdullah Shofwandi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. 

A. Bashori, M.A. dan Kamali, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

dan dibantu oleh Achmad Romli, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri 

Kuasa Penggugat dan Tergugat III serta Tergugat V, diluar hadirnya Tergugat I, 

Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN  

NOMOR: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr. TENTANG PENCABUTAN 

HIBAH ATAS BARANG JAMINAN 

A.  Analisis yang menjadi Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam 

Mengadili Perkara Nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr. 

Tujuan hukum yang selalu ingin diwujudkan secara integratif di dalam 

pertimbangan hukum hakim yaitu: keadilan dalam hubungannya dengan norma 

hukum positif (kepastian hukum), keadilan dalam hubungannya dengan norma 

sosial (kemanfaatan), dan keadilan dalam hubungannya dengan norma moral 

(filosofis). Hakim bertanggungjawab atas putusan dan penetapan yang 

dibuatnya, bertanggungjawab membawa perubahan dalam suatu fenomena 

ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya kepada lembaga peradilan. 

Tinggi rendahnya kepercayaan masyarakat, sangat ditentukan seberapa jauh 

argumentatifnya putusan hakim atas klaim, bahwa apa yang telah diputus hakim 

harus dianggap benar (Res judicatapro veritate habetur).1  

Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim 

bertitik tolak pada ketentuan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan 

yang bersangkutan dengan perkara yang diputus, hukum kebiasaan, 

yurisprudensi dan doktrin hukum. Pertimbangan hukum merupakan jiwa 

                                                           
1 Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim (Jakarta: Kencana, 2015), 3-5. 
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sekaligus intisari putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau 

kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.2 Berdasarkan undang-

undang pembuktian dalam suatu pertimbangan hukum harus dikemukakan 

analisis yang jelas antara lain: (1) terpenuhinya alat bukti yang diajukan 

penggugat maupun tergugat baik syarat formil maupun materiil (2) alat bukti 

pihak mana yang telah tercapainya batas minimal pembuktian (3) apa saja dalil 

gugatan dan dalil bantahan yang terbukti (4) sejauh mana nilai kekuatan 

pembuktian dari pihak penggugat maupun tergugat. 

Kemudian, diikuti analisis hakim perihal hukum apa yang diterapkan 

untuk menyelesaikan perkara tersebut. Bertumpu dari analisis itu, pertimbangan 

dilakukan dengan argumentasi yang rasional dan objektif, pihak mana yang 

dapat membuktikan dalil gugatan dan bantahan sesuai dengan ketentuan hukum 

yang diterapkan.  

Dari hasil argumentasi tersebut, hakim selanjutnya menjelaskan 

pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi 

kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang kemudian 

dituangkan ke dalam diktum putusan.3. 

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan nomor: 

2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr analisis dalam putusan hakim yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

 

                                                           
2 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 889. 
3Ibid., 901. 
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Dalam Eksepsi 

Berdasarkan kasus diatas dapat dipahami bahwa selaku Tergugat III 

mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak 

jelas, Penggugat tidak secara detail dan cermat menguraikan satu per satu dari 

unsur Perbuatan Melawan Hukum yang digugat kepada Tergugat III, dan 

gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan perbuatan Tergugat III 

berkaitan dengan gugatan a quo, permasalahan yang ada lebih kepada kewarisan 

antara Para Penggugat dengan Tergugat II serta keluarganya. Kemudian 

Penggugat memberikan tanggapan tetap pada gugatannya bahwa gugatannya 

merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini Majelis Hakim 

menolak eksepsi Tergugat III karena menilai eksepsi berisi penilaian terhadap 

pokok perkara. 

Menurut penulis  tindakan Majelis Hakim benar dan tepat karena eksepsi 

ditujukan kepada hal-hal yang terkait dengan syarat-syarat atau formalitas 

gugatan yakni apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat atau 

pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Keberatan yang 

diajukan dalam eksepsi tidak ditujukan untuk menyinggung bantahan terhadap 

pokok perkara. Bantahan terhadap pokok perkara diajukan sebagai bagian 

tersendiri mengikuti eksepsi. 

Dalam Pokok Perkara 

Pada perkara Nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr. sebagaimana yang terdapat 

dalam tuntutan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2019. 
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Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim yang mengadili perkara memberikan 

putusan yang pada intinya menolak gugatan penggugat seluruhnya, karena pada 

dasarnya Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. 

Berdasarkan bukti P.3 (Fotocopy Salinan putusan, Nomor 

541/Pdt.G/2018/PA.Mr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto), 

Majelis Hakim menimbang bahwa pembatalan hibah perkara a quo belum 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala proses yang berkaitan 

dengan obyek perkara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak 

bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan 

Penulis tidak sepakat kepada penyampaian pendapat hakim yang 

menyatakan bahwa akta perdamaian belum memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Merujuk dalam Buku Yahya Harahap bahwa daya kekuatan putusan yang 

dijatuhkan arbiter dalam system court connected arbitration apabila disetujui 

para pihak, final and binding maka putusan tersebut memiliki kekuatan 

eksekutorial. Pasal 130 ayat 2 HIR berbunyi “Jika perdamaian yang demikian 

itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) 

tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian 

yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai 

putusan yang biasa”.  

Menurut penulis, akta perdamaian itu bisa dilaksanakan ketika 

pembiayaan yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II lunas. Hal ini 

dikarenakan objek hibah masih dibebankan pada hak tanggungan. Hak 

tanggungan tidak bisa dicabut karena sifatnya accesoir yang mana dapat selesai 
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ketika perjanjian pokoknya selesai. Sifat accesoir hak tanggungan ditegaskan 

pada Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang UUHT yang 

menyatakan “Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk 

memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang 

dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian 

utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan 

utang tersebut”. 

Selanjutnya, berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi akta hibah, No. 

235/Mgr/2009, yang dikeluarkan oleh Notaris Haji Raden Soehartedjo, 

S.H.,M.H., tanggal 20 Oktober 2009), tidak adanya perjanjian hibah bersyarat 

yang mana telah dituntutkan Penggugat dalam surat gugatannya agar “Obyek 

Sengketa” tersebut dikemudian hari tidak dijual ataupun dijadikan sebagai 

jaminan hutang- piutang karena “Obyek Sengketa” yang dihibahkan tersebut 

akan dianggap sebagai harta peninggalan ( warisan ) apabila Penggugat I dan 

Penggugat II dikemudian hari telah meninggal dunia. Hal ini telah sesuai dengan 

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: “Hibah dari 

orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.  

Dalam pembuktian hibah bersyarat ini, Penggugat mengajukan 

pembuktian berupa 2 orang saksi yakni tetangga Penggugat. Majelis Hakim 

menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Para 

Penggugat, Majelis menilai tentang substansi yang didalilkan para saksi tidak 

menyaksikan langsung apa yang diketahui, saksi mengetahui tentang proses 

hibah dan adanya persyaratan yang diajukan Penggugat I kepada Tergugat II 
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adalah karena diberitahu oleh Para Penggugat, maka Majelis menilai bahwa 

saksi para Penggugat pada prinsipnya berlaku azas testimonium de audito, oleh 

karenanya keterangan para saksi patut untuk dikesampingkan. 

Menurut penulis, pertimbangan hakim mengesampingkan keterangan para 

saksi benar dan tepat. Pada prinsipnya alat bukti saksi merupakan 

penyempurnaan alat bukti tulisan. Sesuai dengan Pasal 1902 KUH Perdata yakni 

dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya 

dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, akan tetapi alat bukti tulisan itu hanya 

berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan 

pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi. Adapun syarat sah suatu alat bukti 

keterangan saksi yang dapat dijadikan landasan sumber pengetahuan merujuk 

Pasal 1907 KUHPerdata antara lain: (1) Berdasarkan pengalaman sendiri (2) 

Berdasarkan penglihatan saksi sendiri (3) Berdasarkan pendengaran saksi 

sendiri. Dalam perkara ini saksi mengetahui tentang proses hibah dan adanya 

persyaratan (hibah bersyarat) adalah karena diberitahu oleh Para Penggugat. 

Maka sudah selayaknya hakim mengesampingkan bukti keterangan saksi 

tersebut karena tidak memenuhi kriteria pasal diatas.  

Artinya dalam hal ini pembuktian berupa alat bukti tulisan maupun tulisan 

yang diajukan oleh penggugat tidak menunjukkan adanya unsur perbuatan 

melawan hukum, maka dari itu tindakan tersebut tidak bertentangan dengan 

hukum yang mengaturnya.  

Pertimbangan Hukumnya dan Putusan 
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Dalam menyelesaikan perkaran Nomer: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr. Majelis 

Hakim menggunakan dasar hukum SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang 

menegaskan “Gugatan Pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang 

objek tersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariah 

harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga”. 

Proses hibah Penggugat I kepada Tergugat II sudah cukup lama terjadi sebelum 

Tergugat I dan Tergugat II menjadikan harta hibah / objek perkara sebagai 

agunan pada Bank Syariah. Majelis berpendapat bahwa pembatalan hibah 

tersebut tidak dengan serta merta membatalkan semua transaski dan atau 

perbuatan hukum yang telah terjadi sebelum pembatalan hibah terjadi. 

Menurut penulis , putusan yang dijatuhkan hakim mengesampingkan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 210. Kompilasi Hukum Islam 210 membatasi 

harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta milik 

penghibah. Penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. 07 KM A 1985 dan Qs 

Al-Ahzab (33): 4-5 bahwa “Pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas 

maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah”. Dalam hal ini 

perbuatan hibah yang dilakukan sedari awal menurut Para Penggugat sudah 

cacat hukum.   

Dalam hal ini penulis melihat bahwa tuntutan Penggugat I dan Penggugat 

II menyatakan harta benda yang diberikan kepada Tergugat I yakni anaknya 

lebih dari 1/3 harta bendanya yang mana menyalahi Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 210. Dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan seluruh rincian harta 

bendanya kepada Majelis Hakim. Oleh karena itu, menurut penulis Para 
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Penggugat belum bisa menyampaikan bukti-bukti yang dapat memperkuat 

tuntutannya. Jadi hakim memeriksa sesuai yang diminta dan diajukan tersebut. 

Menurut Yahya Harahap dalam rangka mencari kebenaran formil terdapat 

prinsip sebagai pegangan hakim dalam berperkara yakni tugas dan peran hakim 

yang bersifat pasif. Artinya Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa 

sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan Penggugat maupun Tergugat. Maka 

dari itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas 

pada mencari dan menemukan kebenaran formil serta kebenaran itu diwujudkan 

sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh Penggugat dan 

Tergugat selama proses persidangan. Sehingga wajar jika Majelis Hakim 

menolak tuntutan dari Para Penggugat. 

Selanjutnya,  Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengadili masing-

masing petitum gugatan Penggugat dalam perkara ini juga menggunakan dasar 

hukum mengenai perbuatan melawan hukum yaitu ketentuan Pasal 1365 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim perlu mengetengahkan unsur-

unsur perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-

unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut : “(1) Adanya 

kesalahan (2) Perbuatan tersebut melawan hukum (3) Adanya kerugian bagi 

orang lain dan (4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.”  

Dalam hal ini, menurut penulis melihat dari dasar pokok gugatan 

Penggugat adalah karena adanya pencabutan atas hibah Penggugat I kepada 

Tergugat II yang telah dijaminkan ke Tergugat III dan sebagaimana ternyata 

dalam fakta tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II belum melunasi dan atau 
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menyelesaikan tanggungan kepada pihak ke tiga ( Tergugat III ), maka 

pencabutan hibah Penggugat I dan Penggugat II atas hibah yang diberikan 

kepada Tergugat II belum dapat dilaksanakan / dieksekusi karena objek hibah 

sudah terlebih dahulu dibebani hak tanggungan. Jika dilihat dari unsur-unsur dari 

Pasal 1365 diatas gugatan para Penggugat belum bisa membuktikan para 

tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.  

Kemudian pertimbangan Majelis Hakim yang terakhir adalah Herzien 

Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 181 yang menegaskan bahwa: “Barang siapa 

dikalahkan akan membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara dapat 

dibebankan bersama-sama terhadap suami isteri, keluarga dalam garis lurus, 

saudara laki-laki atau perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang 

sama, dan juga dalam hal-hal dimana para pihak ada bagian-bagian yang 

dikalahkan. Pasal ini mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan dalam 

persidangan harus membayar biaya yang muncul akibat perkara. Oleh karena itu 

mereka yang berperkara wajib untuk membayarbiaya perkara”. Oleh karena itu, 

Majelis Hakim membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya 

perkara sebesar Rp.5.454.000 (lima juta empat ratus lima puluh empat ribu 

rupiah). 

Menurut hasil analisis penulis , putusan Majelis Hakim dalam perkara ini 

telah cukup pertimbangan hukum dan telah adil, hal ini dapat dilihat dari 

pengajuan perkara hingga penyelesaian perkara di Pengadilan Agama 

Mojokerto, proses pemeriksaan berkas perkara, pemanggilan para pihak, 

Mediasi, pembacaan gugatan, jawab menjawab. pembuktian, kesimpulan 
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Majelis Hakim dan diakhiri dengan putusan telah sesuai dengan hukum acara 

yang berlaku.  

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara Nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr. 

Berikut ini penulis menganalisis putusan mengenai perkara pencabutan 

hibah atas barang jaminan sebagaimana putusan Pengadilan Agama Mojokerto 

yang mengadili perkara perdata agama pada persidangan tingkat pertama yang 

tertuang pada putusan nomor 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr. 

Akad pembiayaan mushārakah mutanaqisah dalam perkara a quo 

menimbulkan terjadinya hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh 

masing-masing pihak. Dalam hal ini jaminan digunakan dalam rangka pelunasan 

hutang nasabah. Berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi 

Mushārakah Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan dijelaskan bahwasannya 

pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan oleh para pihak melalui musyawarah 

mufakat dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling), penambahan syarat 

baru (reconditioning), maupun penggunaan struktur baru (restructuring). 

Menurut penulis, dalam perkara a quo lebih baik Tergugat III 

menggunakan alternatif penyelesaian pembiayaan dengan cara musyawarah 

mufakat terlebih dahulu dapat berupa cara penjadwalan kembali (rescheduling), 

penambahan syarat baru (reconditioning), maupun penggunaan struktur baru 

(restructuring). Hal tersebut dirasa penting karena penyelesaian pembiayaan 

dengan menggunakan cara eksekusi objek jaminan merupakan sesuatu yang 

kurang tepat dan merupakan penyelesaian terakhir. Terlebih lagi dalam perkara 
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a quo objek jaminan yang dijadikan barang jaminan merupakan harta bawaan 

dari hibah bersyarat. Disamping itu, dalam konteks manajemen resiko Bank 

menilai calon debitur dari kemampuannya dalam melakukan pembiayaan bukan 

dari barang jaminannya. Mengingat fungsi pokok barang jaminan adalah 

pelunasan hutang bukan sebagai bukti bahwa nasabah itu mampu menyelesaikan 

pembiayaan. Jadi menurut penulis sesuai dengan Keputusan Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01/DSN-MUI/X/2013 lebih baik 

menggunakan alternatif penyelesaian pembiayaan untuk kemaslahatan para 

pihak.  

Dalam praktek mushārakah mutanaqishah pada perkara a quo dengan 

jaminan berupa hak tanggungan diatas memang sudah sesuai dengan ketentuan 

dalam hukum Islam. Sebagaimana diketahui salah satu bentuk jasa pelayanan 

Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi kebutuhan masyarakat yaitu 

pembiayaan yang disertai memberikan jaminan barang (marhun) dengan 

ketentuan yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah 

kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap berada dalam 

penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin). Pihak kreditur berhak 

untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan yang masih dikuasai oleh 

peminjam jika terjadi wanprestasi.  

Ketentuan penyertaan barang jaminan akan adanya suatu akad harus 

dipenuhi agar tetap berjalan dalam ketentuan-ketentuan syariah. Berdasarkan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III2008 dijelaskan bahwa: 
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a. Pemberi jaminan (rahin) menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat 

barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada penerima jaminan 

(murtahin). Dalam perkara a quo Tergugat I dan Tergugat II juga sudah 

menyerahkan Fotokopi Sertipikat  tanah No. 2159 yang dikeluarkan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, tanggal 26-4-2007, dan telah 

diubah kepemilikannya tanggal 12 Nopember 2009, Fotokopi akta hibah, 

No. 235/Mgr/2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Haji Raden 

Soehartedjo,S.H.,M.H., tanggal 20 Oktober 2009, dan Fotokopi Sertipikat 

Hak Tanggungan (SHT), No. 758/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala 

Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. 

b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau 

sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke penerima 

jaminan (murtahin). Dalam perkara a quo jaminan di Lembaga Tergugat III 

juga telah dibebankan hak tanggungan berdasarkan APHT No. 160/2015 

tertanggal 12 Nopember 2015 dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 

758/2015 tertanggal 30 November 2015 

c. Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan 

penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai 

prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi 

utangnya. 

d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai 

kesepakatan. 
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e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang 

marhun (berupa bukti sah kepemilikaatau sertifikat) yang ditanggung oleh 

rahin, berdasarkan akad Ijarah.  

f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan 

dengan jumlah utang rahin kepada murtahin; 

g. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain 

yang diperlukan pada pengeluaran yang riil. 

h. Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin. 

Menurut penulis, pembebanan jaminan berupa hak tanggungan atas akad 

mushārakah mutanaqishah dalam perkara a quo telah sesuai dengan hukum 

Islam karena ketentuan telah terpenuhi dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No: 68/DSN-MUI/III2008.  

Namun putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto tidak sesuai 

dengan KHI Pasal 212 yang mana hibah dari orang tua dapat ditarik dan Pasal 

210 ayat (1) yang menjelaskan bahwa hibah maksimal adalah 1/3 dari harta 

benda. Hal ini dikarenakan objek hibah telah dibebankan hak tanggungan. 

Pembatalan hibah tersebut dapat dilakukan apabila pihak Tergugat I dan 

Tergugat II menyelesaikan dahulu pembiayaan pada Tergugat III, karena 

hubungan hukum Tergugat III bukan pada objek hibah namun sertifikat yang 

telah diberikan dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan penulis pada putusan perkara 

nomor 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr. tentang pencabutan hibah atas barang jaminan 

dalam transaksi mushārakah mutanaqisah, yang mana telah dilakukan 

pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:  

1. Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan Penggugat seluruhnya tersebut 

dengan pertimbangan hukum SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Kompilasi hukum 

Islam pasal 210, pasal 1365 KUH Perdata, dan pasal 181 ayat 1 HIR cukup 

pertimbangan hukum dan telah adil sehingga dalam hal ini tuduhan kepada 

Pihak Tergugat III melakukan PMH adalah tidak terbukti kebenarannya dan 

tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai dengan perundang-

undang yang berlaku.  

2. Berdasarkan analisis hukum Islam penyelesaian pembiayaan dengan 

menggunakan cara eksekusi objek jaminan merupakan sesuatu yang kurang 

tepat. Berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia No. 01/DSN-MUI/X/2013 dijelaskan bahwasannya pembiayaan 

bermasalah dapat diselesaikan oleh para pihak melalui musyawarah mufakat 

dengan cara rescheduling, reconditioning maupun restructuring terlebih 

dahulu. Selain itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto tidak 
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sesuai dengan KHI Pasal 212 dan 210 ayat (1). Hal ini dikarenakan objek 

hibah telah dibebankan hak tanggungan.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis 

memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat, segala sesuatu praktik transaksi yang mengakibatkan 

peralihan hak atas tanah atau benda apapun itu harus dicatat secara rinci dan 

yang jelas wajib untuk ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan. 

Selain itu, dalam hal mengajukan pembiayaan hendaknya lebih bertanggung 

jawab. Taat terhadap pemenuhan-pemenuhan kewajiban sesuai dengan 

perjanjian pembiayaan agar pihak Bank tidak sampai melelang barang 

jaminan. 

2. Bagi Bank, dalam hal ini bank harus selalu mengutamakan prinsip tolong-

menolong ketika nasabah dalam keadaan mampu membayar maupun 

mengalami penurunan kemampuan membayar. Bentuk prinsip tolong-

menolong dalam konteks ketika nasabah mengalami pembiayaan macet atau 

penurunan kemampuan membayar adalah dalam bentuk alternatif 

penyelesaian pembiayaan melalui musyawarah mufakat dengan cara 

rescheduling, reconditioning maupun restructuring terlebih dahulu. 

3. Bagi Majelis Hakim, dalam berpendapat hakim seyogyanya menggunakan 

diksi-diksi yang tepat agar tidak menimbulkan pemaknaan ganda yang dapat 

menimbulkan salah tafsir. 
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